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BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

. bahwa perencanaan pembangunan daerah

merupakan kegiatan untuk menjamin kegiatan
pembangunan berjalan efektif, efisien dan
bersasaran, sehingga tercapai tujuan
pembangunan Daerah yang berpedoman pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran pembangunan Kabupaten
Purworejo, diperlukan perencanaan secara
holistik, integratif, spasial dan tematik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

. bahwa untuk memberikan pedoman

perencanaan pelaksanaan pembangunan
Kabupaten Purworejo Tahun 2026, diperlukan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan  Lembaran = Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Purworejo.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan
perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya
disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang
dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut
Renja PD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari
2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.



Pasal 2

(1) Dokumen Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah

(2) Dokumen Renja PD Tahun 2026 disusun berpedoman kepada
rancangan rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan
RKPD Tahun 2026.

Pasal 3

(1) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a. babl : pendahuluan;
b. bab Il : hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun
lalu;

c. bablIll : tujuan dan sasaran perangkat daerah;
d. bablIV : rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
e. babV : penutup.

(2) Dokumen Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo

pada tanggal - Aguste 2025
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111

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pengertian Renja Perangkat Daerah

Dokumen Renja satuan perangkat daerah adalah dokumen
perencanaan tahunan pada level satuan kerja perangkat daerah
dan disusun sebagai penjabaran rencana strategis (renstra) yvang
berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan
dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi
dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta
memberikan gambaran mengenai tujuan dan sasaran dan target
kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan
pelayanan SKPD sesuai tupoksinya, mempunyai arti yang strategis
dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan
tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai
berikut :

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansi penerjemahan
dari visi, misi dan program Organiasi Perangkat Daerah yang
sebagai awal dalam penyusunan anggaran.

2. Renja merupakan acuan untuk memasukan program kegiatan
kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam Rancangan Akhir Renja dan Anggaran
(RKA) Tahun 2026.

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui
sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Renja
sebagai wujud dari kinerja Organiasi Perangkat Daerah.
Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah
daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan
dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur
penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Persyaratan penyusunan RAPBD melalui
tahap sebagai berikut :

1) Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun

sebelumnya.



2.1.1

2) Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas
sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun
berkenaan.

3) Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan
program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku
kepentingan dalam forum Musrenbang.

4) Program dan kegiatan dalam dokumen Renja dilengkapi
dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator Kkinerja
keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang
menunjukan perkiraan maju.

Renja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2026
merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan vang
akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Kecamatan Bruno serta sebagai tolok ukur pencapaian
kinerja dalam waktu yang bersangkutan dengan menitik beratkan
pada peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan.
Untuk itulah perlunya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan
Bruno Tahun 2026.

Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya

Seluruh dokumen rencana pembangunan merupakan satu
kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari
tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah
dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Bruno
mempunyal kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara
perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo, sebagai implementasi
pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten
Purworejo dan Renja Kecamatan Bruno sebagai implementasi
pelaksanaan strategis jangka menengah PD (Renstra) yang menjadi
satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi
Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Bruno
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam
rancangan akhir RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan
akhir Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan



penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih
dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan
Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap
pencapaian Renstra PD. Dalam penyusunannya juga harus
memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana
Kerja K/L terkait.

Selain itu Rancangan akhir juga selaras dengan rencana-
rencana resmi daerah diatasnya seperti RKPD, Renstra PD dan
RPJMD Kabupaten /[Kota. Renja PD juga sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar

pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD dan
APBN. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan
Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Renja OPD merupakan penjabaran dan ada
hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada
diatasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD, Renja OPD
merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra

SKPD dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS dan RAPBD



Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan
dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar
dibawah ini :

Gambar 1.2

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
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2.1.2 Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan RAPBD

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahunan (RKPD). RKPD tersebut memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan
kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya,
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah
daerah  maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Secara khusus, kewajiban daerah mempertimbangkan
capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Tim Anggaran Pemda (TAPD) yang dipimpin oleh
Sekretaris Daerah (Sekda) menyusun rancangan Kebijakan Umum
APBD (KUA). Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja
yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh
pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah
yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja
daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan
asumsi yang mendasarinya. Rancangan KUA diajukan kepada Kepala
Daerah paling lambat awal bulan Juni untuk kemudian diteruskan
ke DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni. Pembahasan
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1.2

dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD selanjutnya
disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli.
Berdasarkan KUA yang telah disepakati kemudian TAPD menyusun
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang
berisi skala prioritas, urutan program dan plafon anggaran
sementara. Rancangan PPAS tersebut diajukan oleh Kepala Daerah
paling lambat minggu kedua bulan Juli. Rancangan PPAS yang telah
dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir
Juli tahun anggaran berjalan. KUA serta PPAS yang telah disepakati,
masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang
ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan
DPRD.

Landasan Hukum

1.Pasal 18 ayat (16) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

3.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 235 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan



10.

11.

12.

13.

Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah
dimutakhirkan dalam Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 21
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021

tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun
2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Nomor 13);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun
2021-2026 Kabupaten Purworejo (lembaran daerah kabupaten
purworejo tahun 2021 nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

17. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Kecamatan Kabupaten Purworejo;

18. Peraturan Bupati Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana

Strategis Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158
Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno
Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2025 Tentang

1.3
1.3.1

1.3.2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2026.

Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja

Maksud dari penyusunan Renja ini adalah sebagai panduan
dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024
dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
Rancangan Renja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Bruno Tahun
2026.
Tujuan Penyusunan Renja
Tujuan disusunnya  Renja Kecamatan Bruno adalah untuk
memasukkan program/kegiatan yang ada di Renja ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026, tujuan disusunnya renja:




1. Mengantisipasi perkembangan keadaan vang terjadi pada tahun
berjalan (2025)

2. Dokumen Renja merupakan acuan untuk memasukan program
kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renja dan Anggaran
(RKA) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan akhir Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-

bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan akhir
Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rancangan akhir
Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra
Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja
provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-
2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),
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mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada
waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah
disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program
dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-
tahun sebelumnya.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap
IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 Tentang Laporan dan = Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja
pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan
hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah; Dampaknya terhadap
pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian
program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs
(Suistanable Developmnet Goals) dengan target capaian
hingga Tahun 2030; Tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan Formulasi
isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program
dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Review Terhadap RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai : Proses yang
dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan
hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan
proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan
setelah proses tersecbut dan catatan penting terhadap

perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan



program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD,

atau program dan kegiatan cocok namun besarannya
berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap
program/kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada
Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari
penelitian lapangan dan pengamatan peclaksanaan

musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas dan pokok dan

fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan, dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi
bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi

program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V.

Berisikan tabel mengenai rencana kerja dan pendanaan
tahun 2026

PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang

perlu  mendapat  perhatian, baik dalam rangka



pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah
pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar
terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama
PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap

pemerintah daerah yang bersangkutan



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Renja

Perangkat Daerah, perlu dilakukan kajian (review) terhadap hasil Evaluasi

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berdasarkan Renstra
Perangkat Daerah.

2:1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2024 , Kecamatan Bruno melaksanakan 6 program dan
15 kegiatan 47 Sub Kegiatan dengan perkiraan capaian Kkinerja
sampai dengan akhir Tahun 2024 mencapai 100%. Berdasarkan
Renstra Kecamatan Bruno Tahun 2025 - 2029, dengan Renja
Perangkat Daerah 2024 Berdasarkan Renstra Kecamatan Bruno
Tahun 2025 - 2029, Visi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Purworejo periode Tahun 2025 - 2029, yaitu “ Purworejo
Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo
Berseri)”. Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah
dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Bidang Sumber Daya Manusia, Meningkatkan kualitas SDM
yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan YME
serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya dan
sejahtera;

2. Bidang Infrastruktur, Meningkatkan pemerataan aksesibilitas
dan konektivitas infrastruktur wilayah;

3. Bidang Lingkungan Hidup, Meningkatkan kualitas lingkungan
hidup;

4. Bidang Ekonomi & Pariwisata, Meningkatkan produktivitas

dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi



pelaku ekonomi lokal;

5. Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Meningkatkan kualitas tata
kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis
teknologi informasi.

Dari lima misi diatas yang terkait dengan tupoksi Kecamatan
Bruno adalah Misi ke 5 yaitu Bidang Tata Kelola Pemerintahan,
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan
inovatif berbasis teknologi informasi, dengan tujuan yang hendak
: “Meningkatkan kualitas layanan
kepada masyarakat serta Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”
“Meningkatnya kualitas layanan kepada
masyarakat” dan “Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi

dicapai Kecamatan Bruno yakni

dengan Sasarannya

Perangkat Daerah”, untuk sasaran Meningkatnya kualitas layanan
kepada masyarakat indikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat
(Perangkat Daerah), Meningkatnya
Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah indikatornya Nilai Sakip
Perangkat Daerah.

sedangkan sasaran

Sementara sasaran Kecamatan Bruno sebagai salah satu
sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purworejo
adalah
profesional, amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis

“Terwujudnya aparatur dan pemerintahan yang
dengan mengutamakan penegakan hukum, jaminan keamanan,
dan ketertiban umum, didukung oleh adanya partisipasi
masyarakat dan swasta yang tinggi “ Adapun Kinerja Sasaran dan
program Kecamatan Bruno sebagaimana tercantum dalam tabel di

bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bruno Tahun 2025 - 2029
No Misi Tujuan | Sasaran Indikator
1. | Meningkatkan Meningkatkan | Meningkatnya | Indeks

kualitas tata kualitas  kualitas Kepuasan
kelola layanan kepada | layanan kepada | Masyarakat
pemerintahan masyarakat masyarakat (Perangkat
yang responsif | serta Daerah)
dan inovatif Akuntabilitas | Meningkatnya | Nilai Sakip
berbasis kinerja Akuntabilitas Perangkat




No

Misi Tujuan -' Sasaran Indikator
teknologi Perangkat ' kinerja Daerah
informasi. Daerah Perangkat

Daerah

Pada Tahun 2024 , Kecamatan Bruno melaksanakan 6
program dan 15 kegiatan 47 Sub Kegiatan. Adapun capaian target
dan realisasi kinerja program Kecamatan Bruno Tahun 2024
adalah sebagai berikut:

. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai tujuan agar penunjang urusan

pemerintahan daerah berfungsi dengan baik dapat menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas kantor.

a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan
pencapaian indikator Program.

» Perencanaan anggaran mendekati tepat dengan desain
kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja sampai dengan
Desember sebesar 100%, artinya semua kebutuhan sampai
dengan bulan Desember dapat tercukupi. Untuk Keuangan
97,57% Dengan rencana anggaran Rp. 2.539.138.681 dan
realisasi anggaran Rp. 2.477.362.770 realisasi anggaran
kurang maksimal dikarenakan adalah adanya efisiensi
anggaran karena tidak tercapainya target pendapatan
daerah.

b) Hambatan / masalah

» Kebutuhan anggaran kegiatan perencanaan, penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penyerapan
anggaran kurang maksimal dikarenakan dalam pelaksanaan
sub kegiatan bersamaan dengan sub kegiatan lain .

c) Solusi yang dilakukan

» Dilakukan perhitungan perencanaan yang lebih rinci.

. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ke 2 ini mempunyai tujuan agar terselenggaranya
pemerintahan dan pelayanan publik, untuk itu dilakukan
koordinasi dan fasilitasi terkait pemerintahan demi mendukung

kinerja Kecamatan Bruno.




a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan
pencapaian indikator Program
» Secara umum pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan
Pemerintahan terlaksana dengan baik ketercapaian kinerja
program 100%, secara Perencanaan anggaran sudah tepat
dengan desain kegiatan namun untuk penyerapan kurang
maksimal target anggaran Rp. 39.936.600. adapun
realisasinya adalah Rp. 37.402.500 realisasi keuangan
93.29% % hal ini mendekati dengan perencanaan
kebutuhan yang ada.
b) Hambatan / masalah
» Masih tingginya angka stunting di Kecamatan Bruno
» Belum adanya fasilitas Pendidikan yang memadai untuk
jenjang Sekolah Kejuruan / Sekolah Tingkat Atas
» Pelayanan yang kurang maksimal
c) Solusi yang dilakukan
» Edukasi kepada masyarakat bekerjasama dengan PKH/TKS
serta UPT Puskesmas
» Melakukan koordinasi dan audiensi dengan stakeholder
terkait pelayanan Pendidikan
» Evaluasi dan tindaklanjut 9 (Sembilan) unsur penilaianan
pelayanan yang masih kurang

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ke 3 ini bertujuan terlaksananya pemberdayaan
masyarakat desa dan kelurahan khususnya di Kecamatan Bruno,
sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat
a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan
pencapaian indikator Program
» Perancanaan anggaran sudah mendekati tepat dengan
desain kegiatan. Dengan rencana anggaran Rp.
217.662.900 dan realisasi anggaran Rp. 200.420.651
realisasi anggaran 92,08 % dan fisik 100 %.
b) Hambatan / masalah
» Tingkat pemahaman dan SDM perangkat desa yang satu
dengan yang lainnya berbeda.
» Kurangnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan

dalam acara pemberdayaan yang  diselenggarakan




Kecamatan

» Tidak semua usulan dalam musrenbang Tingkat Kecamatan
dapat terealisasi.

c) Solusi

» Pembinaan Perangkat Desa untuk meningkatkan SDM

» Dalam setiap bulannya dilakukan rapat koordinasi dengan

Aparatur Desa di Kecamatan
» Meningkatkan publikasi kepada masyarakat Bruno
» Koordinasi dan konsultasi yang lebih intens dengan
stakeholders terkait, dan Pemerintah Kabupaten Purworejo
sehingga usulan dalam musrenbang Kecamatan benar benar
vang prioritas.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
dengan Kegiatan yakni Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Koordinasi
Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah sehingga, Faktor-faktor yang mendukung
kegagalan /keberhasilan pencapaian indikator Program:

» Perancanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan,
dibuktikan dengan capaian kinerja 100% dan keuangan
87.19%, Rencana anggaran Rp. 66.532.100 adapun
realisasinya Rp. 58.010.821.

b} Hambatan / masalah
» Adanya kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi

c¢) Solusi
Selalu melaksanakan koordinasi dengan BPBD dan Satpol PP
Damkar serta Forkopimcam Kecamatan Bruno

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum . Faktor-
faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian
indikator Program:

» Perancanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan,
dibuktikan dengan capaian kinerja  baik fisik maupun
keuangan 100%. Rencana anggaran Rp. 30.343.700 adapun
realisasinya Rp. 25.683.700;

b) Hambatan / masalah



» Menyesuaikan jadwal dan kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan
forkopimcam.
c) Salusi
» Koordinasi yang konsisten dengan forkopimcam dan stakeholder
terkait.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ke 6 ini mempunyai tujuan pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa.
a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan
pencapaian indikator program
» Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan.
Kondisi dan regulasi kadang berubah, harus menyesuaikan
dengan pelaksanaannya. Rencana Anggaran Rp. 118.292.000
dan realisasinya Rp. 92.624.000.
b) Hambatan / masalah
» Terbatasnya jumlah SDM Kecamatan untuk melaksankan
pembinaan dan pengawasan pada pemerintahan desa dimana
terdapat 18 Desa dengan jarak tempuh cukup jauh, selain itu
adanya permasalahan yang berbeda disetiap Desa.
c) Solusi yang dilakukan
» Melakukan pembentukan tim bekerjasama dengan lintas seksi
lain dalam pelaksanaannya.
» Monitoring secara intens dan berkelanjutan dengan Desa.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bruno dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo s/d
Tahun 2024 dapat diuraikan dalam tabel 2.2 (Tabel T-C.29)

berikut ini



Tabel TC 29

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bruno dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo s/d
Tahun 2024

Kode Urusan/Bidang Indikator Kinerja Program Target Kinerja Capaian | Realisasi Target dan Realisasi Kinerja | Target Perkiraan Realisasi
Urusan Pemerintah (outcomes)/ Kegiatan (output) Program (Renstra Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu | program Capaian Target
Daerah Dan Perangkat Daerah) Kinerja (Th. 2024) dan Renstra Perangkat
Program /Kegiatan Tahun 2026 Hasil kegiatan Daerah s/d tahun
Program (Renja berjalan
dan Perangkat
Keluaran Target Realisasi Tingkat Daerah Realisasi | Tingkat
Kegiatan Renja Renja Realisasi tahun Capaian | Capaian
s/d Perangkat | Perangkat (%) 2025) Program | Realisasi
dengan Daerah Daerah dan Target
tahun tahun tahun Kegiatan | Renstra
2023 2024 2024 s/d (%)
tahun
berjalan
(tahun
2025)
10 =
1 2 3 4 5 6 4 8=(7/6) 9 (5+7+0) | 1171074
01 1 PROGRAM PENUNJANG Persentase 100 | % 100 100 100 100% 100 100 100,00
URUSAN PEMERINTAHAN Pelaksanaan
DAERAH KABUPATEN/KOTA Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten [
01| 01| 201 Perencanaan, Penganggaran, Keluaran : Jumlah Dokumen 35 | Dokumen 5 7 T 100% 7 16 54,29
dan Evaluasi Hinerja Perangkat | Perencanaan, Penganggaran,
Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah |
Q1 | 01 | 201 | G001 | Penyusunan dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 75 | Dokumen 24 15 15 100% 16 55 7333
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
01 | 01 | 201 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 5 | Dokumen 1 1 1 100% 1 3 60,00
Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD




Kode Urusan/Bidang Indikator Kinerja Program Target Kinerja Capaian | Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Urusan Pemerintah {outcomes)/ Kegiatan (output) Program (Renstra Target Program dan Kegiatan Tehun Lalun | program Capaian Target
Daerah Dan Perangkat Daerah) Kinerja (Th. 2024) dan Renstra Perangkat
Program /Kegiatan Tahun 2026 Hasil kegiatan Daerah s/d tahun
Program (Renja berjalan
dan Perangkat
Keluaran Target Realisasi | Tingkat Daerah Realisasi | Tingkat
Kegiatan Renja Renja Realisasi | tahun Capaian | Capaian
s/d Perangkat | Perangkat (%) 2025) Program | Realisasi
dengan Dacrah Daerah dan Target
tahun tahun tahun Kegiatan | Renstra
2023 2024 2024 s/d (%)
tahun
berjalan
(tahun
2025)
01 | 01 | 201 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dekumen Perubahan 5 | Dokumen 1 1 1 100% 1 3 60,00
Dokumen Perubehan RKA-SKPD RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan REA-SKPD
01 | 01 | 201 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 5 | Dokumen 1 1 1 100% 1 3 60,00
SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD
01 | 01 | 201 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dakumen Perubahan 5 | Dokumen 1 1 1 100% 1 3 60,00
Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penvusunan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
01 [ 01 | 201 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 80 | Laporan 16 16 16 100% 16 48 60,00
Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
01 | 01 | 201 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 30 | Laporan 7 6 6 100% 6 19 63,33
Daerah Perangkat Daerah
01 | 01 | 202 Administrasi Keuangan Keluaran : Persentase Layanan 100 | % 100 100 100 100% 100 0,00
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Perangkat
01 | 01 | 202 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Jumlah Orang yang Menerima 22 | Orang/Bula 20 18 18 100% 19 57 | 259,09
ASN Gaji dan Tunjangan ASN n




Kode Urusan/Bidang Indikator Kinerja Program Target Kinerja Capaian | Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Urusan Pemerintah (outcomes)/ Kegiatan (output) Program (Renstra Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu | program Capaian Target
Daerah Dan Perangkat Daerah) Kinerja (Th. 2024) dan Renstra Perangkat
Program/Kegiatan Tahun 2026 Hasil kegiatan Daerah s/d tahun
Program {Renja berjalan
dan Perangkat
Keluaran Target Realisasi | Tingkat Daerah Realisasi | Tingkat
Kegiatan Renja Renja Realisasi tahun Capaian | Capaian
s/d Perangkat | Perangkat (%) 2025) Program | Realisasi
dengan Daerah Daerah dan Target
tahun tahun tahun Kegiatan | Renstra
2023 2024 2024 s/d (%)
tahun
berjalan
{tahun
2025)
01 | 01 | 202 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 30 | Laporan 6 6 6 100% 6 18 60,00
Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan Laporan Hasil
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
01 | 01 | 202 | DOD7 | Koordinasi dan Penyusunan Jumilah Laporan Keuangan 180 | Laporan 35 26 26 100% 26 87 48,33
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Bulanan /Triwulanan/Semesteran | Semesteran SKPD dan Laporan
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Trivulanan /Semesteran
SKPD
01 [ 01 | 204 Administrasi Pendapatan Keluaran : Persentase Layanan 100 | % 100 100 100 100% 100 0,00
Daerah Kewenangan Perangkat | Administrasi Pendapatan
Daerah Daerah Kewenangan Perangkat
Daerah AT
01 [ 01 | 204 | D007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Jumlah Laporan Peng 2 | Dokumen 1 1 1 100% 1 3 150,00
Daerah Retribusi Daerah
1 1| 205 Administrasi Kepegawaian Keluaran : Persentase Layanan 1| % 100 100 100% 100 0,00
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
1 1 | 205 | D005 | Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dekumen Maonitoring, 100 | Dokumen 12 12 100% 12 24 24,00
Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai
1 1 | 205 | D009 | Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawal Berdasarkan 10 | Pegawai 0 0,00
Pegawei Berdasarkan Tugas dan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Fungsi Pendidikan dan Pelatihan




Kode Urusan/Bidang Indikator Kinerja Program Target Kinerja Capaian | Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Urusan Pemerintah (outcomes)/ Kegiatan (output) Program (Renstra Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu | program Capaian Target
Daerah Dan Perangkat Daerah) Kinerja (Th. 2024) dan Renstra Perangkat
Program/Kegiatan Tahun 2026 Hasil kegiatan Daerah s/d tahun
Program (Renja berjalan
dan Perangkat
Keluaran Target Realisasi | Tingkat Daerah Realisasi | Tingkat
Kegiatan Renja Renja Realisasi tahun Capaian | Capaian
s/d Perangkat | Perangkat (%) 2025) Program | Realisasi
dengan Daerah Daerah dan Target
tahun tahun tahun | Kegiatan | Renstra
2023 2024 2024 | s/d (%)
| tahun
| berjalan
{tahun
2025)
01 | O1 | 206 Administrasi Umum Perangkat Keluaran : Persentase Layanan 100 | % 100 100 100 100% 100 0,00
Daerah Administrasi Umum Perangkat
Daerah
01 | 01 | 206 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 5 | Paket 1 4 F 100% 4 g 180,00
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik /Penerangan
Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
01 | 01 | 206 | DOOZ2 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 8 | Paket 0 0,00
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
01 | 01 | 206 | D003 | Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralaten Rumah 5 | Paket 1 3 3 100% 3 ¥ 140,00
Tangga Tangga yang Disediakan |
01 | 01 | 206 | D004 | Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik 5 | Paket 1 12 12 100% 12 25 500,00
Kantor Kantor yang Disediakan
01 | 01 | 206 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan 10 | Paket 2 6 6 100% 6 14 140,00
Penggandaan dan Penggandaan yang
Disediakan
01 | 01 | 206 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacean 10 | Dokumen (o} 0,00
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan
01 | 01 | 206 | 0007 | Penyvediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material 5 | Paket 13 12 12 100% 12 37 740,00
veng Disediakan




Kode Urusan/Bidang Indikator Kinerja Program Target Kinerja Capaian | Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi |
Urusan Pemerintah (outcomes)/ Kegiatan (output) Program (Renstra Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu | program Capaian Target
Daerah Dan Perangkat Daerah) Kinerja (Th. 2024) dan Renstra Perangkat
Program /Kegiatan Tahun 2026 Hasil kegiatan Daerah s/d tahun
Program (Renja berjalan
dan Perangkat
Keluaran Target Realisasi | Tingkat Daerah Realisasi | Tingkat
Kegiatan Renja Renja Realisasi tahun Capaian | Capaian
s/d Perangkat | Perangkat (%) 2025) Program | Realisasi
dengan Daerah Daerah dan Target
tahun tahun tahun Kegiatan | Renstra
2023 2024 2024 s/d (%)
tahun
berjalan
{tahun
2025)
01 | 01 | 206 | D008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 60 | Laporan 13 12 12 100% 12 37 61,67
Kunjungan Tamu
"7 01 | 01 | 206 | 0009 | Fenyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan 10 | Laporan 24 12 12 100% 12 48 480,00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
01 | 01 | 206 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Dokumen 13 | Dokumen 1 5 5 100% 5 11 84,62
pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD
01 | 01 | 207 Pengadaan Barang Milik Daerah | Keluaran : Barang Milik Daerah 9 | Jenis 2 2 3 150% 5 55,56
Penunjang Urusan Pemerintah (BMD) Penunjang Urusan
Daerah Pemerintah Daerah yang
Diadakan
01 | 01 | 207 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan 1 | Unit 1 1 100,00
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang
Disediakan
01 | 01 | 207 | 00D2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraen Dinas 1 | Unit 0 0,00
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang
Disediakan
01 | 01 | 207 | 0005 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 2 | Unit 52 52 100% 52 260,00 |
Disediakan '
01 | 01 | 207 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 6 | Unit 4 4] 100% 4 66,67
Lainnya Lainnya yvang Disediakan L




Kode Urusan/Bidang Indikator Kinerja Progrem Target Kinerja Capaian | Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Urusan Pemerintah {outcomes)/ Kegiatan (output) Program (Renstra Targel Program dan Kegiatan Tahun Lalu | program Capaian Target
Daerah Dan Perangkat Daerah) Kinerja (Th. 2024) dan Renstra Perangkat
Program /Kegiatan Tahun 2026 Hasil kegiatan Daerah s/d tahun
Program (Renja berjalan
dan Perangkat
Keluaran Target Realisasi | Tingkat Daerah | Realisasi | Tingkat
Hegiatan Renja Renja Realisasi tahun Capaian | Capaian
s/d Perangkat | Perangkat (%h) 2025) Program | Realisasi
dengan Daerah Daerah dan Target
tahun tahun tahun Kegiatan | Renstra
2023 2024 2024 s/d (%)
tahun
berjalan
{tahun
2025)
01 | 01 | 207 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Jumlah Unit Gedung Kantor atau 1 | Unit 0 0,00
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
: Disediakan
01 | 01 | 207 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana | Jumlah Unit Sarana dan 2 | Unit 0 0,00
Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Gedung Kantor atau
Lainnya Bangunan Lainnya yang
Disediakan
01 | 01 | 207 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana | Jumlah Unit Sarana dan 2 | Unit (o} 0,00
Pendukung Gedung Kantor atau Prasarana Pendukung Gedung
Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnva
yang Disediakan 5
01 | 01 | 208 Penyediaan Jasa Penunjang Keluaran : Jumlah Laporan 10 | Laporan 2 2 2 100% 2 6 60,00
Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
01 | 01 | 208 | 0002 | Penyvediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 60 | Laporan 1 12 12 100% 12 25 41,67 |
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air |
dan Listrik vang Disediakan
01 | 01 | 208 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayenan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 60 | Laporan 2 12 12 100% 12 26 43,33
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor vang
Disediakan
01 | 01 | 209 Pemeliharaan Barang Milik Keluaran : Barang Milik Daerah 5 | Jenis 3 5 5 100% S 15 300,00
Daerah Penunjang Urusan (BMD) Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang
Dipelihara




Kode Urusan/Bidang Indikator Kinerja Program Target Kinerja Capaian | Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Urusan Pemerintah (outcomes)/ Kegiatan {output) Program (Renstra Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu | program Capaian Target
Daerah Dan Perangkat Daerah) Kinerja (Th. 2024) dan Renstra Perangkat
Program /Kegiatan Tahun 2026 Hasil kegiatan Deerah s/d tahun
Program (Renja berjalan
dan Perangkat
Keluaran Target Realisasi | Tingkat Deerah Realisasi | Tingkat
Kegiatan Renja Renja Realisasi tahun Capafan | Capaian
s/d Perangkat | Perangkat (%) 2025) Program | Realisasi
dengan Daerah Daerah dan Target |
tahun tahun tahun Kegiatan | Renstra
2023 2024 2024 s/d (%)
tahun
betjalan
(tahun
= 2025)
01 | 01 | 209 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan 9 | Unit 1 1 1 100% 1 3 33,33
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dines atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Perarangan Dinas Jabatan vang Dipelihara dan
atau Kendarsan Dinas Jabatan dibayarkan Pejaknya
01 | 01 | 209 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas 3 | Unit 9 8 8 100% 3 22 733,33
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan yang ;
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayvarkan Pajak
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
01 | 01 | 209 | 0005 | Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 7 | Unit 12 12 171,43
01 | 01 | 209 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin 6 | Unit 19 9 9 100% 9 37 616,67
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
01 | 01 | 209 | 0009 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 3 | Unit 4 - 4 100% 3 11 366,67
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Q1 | 01 | 209 | 0010 | Pemeliharaan/Rehahilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana 2 | Unit 13 1 1 100% 3 17 350,00
Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Gedung Kantor atau
Kantor atau Bangunan Lainnyva Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
01 | 01 | 209 | D011 | Pemeliharsan/Rehabilitasi Jumlah Serana dan Prasarana 1 | Unit 0 0,00
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnyva vang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi




Kode Urusen /Bidang Indikator Kinerja Program Target Kinerja Capeian | Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Urusan Pemerintah (outcomes)/ Kegiatan (output) Program (Renstra Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu | program Capaian Target
Daerah Dan Perangkat Daerah) Kinerja (Th. 2024) dan Renstra Perangkat
Program /Kegiatan Tahun 2026 Hasil kegiatan Daerah s/d tahun
Program (Renja berjalan
dan Perangkat
Keluaran Target Realisasi | Tingkat Daerah Realisasi | Tingkat
Kegiatan Renja Renja Realisasi tahun Capaian | Capaian
s/d Perangkat | Perangkat (%) 2025) Program | Realisasi
dengan Daerah Daerah dan Target
tahun tahun tahun Kegiatan | Renstra
2023 2024 2024 s/d %)
tahun
berjalan !
(tahun .
2025) |
70102 PROGRAM PENYELENGGARAAN | Persentase Penyelenggaraan 100 | % 100 100 100 100% 100 100 100,00 |
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan dan Pelayanan
PELAYANAN PUBLIK Publik
7 01)02| 201 Koordinasi Penyelenggaraan Keluaran : Hasil Koordinasi 30 | Dokumen 2 1 1 100% 2 5 16,67
Kegiatan Pemerintahan di Penyelenggaraan Kegiatan
Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat
| Kecamatan
| 7] 01]02] 201 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan Jumlsh Laporan 6 | Laporan 2 2 33,33
| dan Pelaksanaan Kegiatan | Koordinasi/Sinergi Perencanaan
i Pemerintahan dengan Perangkat = dan Pelaksanaan Kegiatan
Daerah dan Instansi Vertikal Pemerintahan dengan Perangkat
Terkait Daergh dan Instansi Vertikal
| Terkait .
7101 |02 | 201 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan | Jumlah Dokumen Peningkatan 30 | Dokumen 7 1 : ) 100% 1 9 30,00
Pemerintahan di Tingkat | Efektifitas Kegiatan Pemerintahan
Kecamatan di Tingkat Kecamatan
7| 01 2 | 202 Penyelenggaraan Urusan Keluaran : Hasil 35 | Dokumen 2 2 2 100% 2 6| 17,14
Pemerintahan yang tidak Penyelenggaraan Urusan
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan yang tidak
Perangkat Daerah yang Ada di Dilaksanakan oleh Unit Kerja
| Kecamatan Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
7|0 2 | 202 | 0001 | Perencanaan Kepgiatan Pelayanan | Jumlah Dokumen Perencanaan 30 | Dokumen 7 1 | 100% 1 9 30,00
kepada Masyarakat di Kecamatan | Kegiatan Pelayanan kepadea
Masyvarakat di Kecamatan




Kede Urusan/Bidang Indikator Kinerja Program Target Kinerja Capaian | Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Urusan Pemerintah [outcomes)/ Kegiatan (output) Program (Renstra Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu | program Capaian Target
Daerah Dan Perangkat Daerah) Kinerja (Th. 2024) dan Renstra Perangkat
Program /Kegiatan Tahun 2026 Hasil kegiatan Daerah s/d tahun
Program (Renja berjalan
dan Peranglat
Keluaran Target Realisasi | Tingkat Daerah Realisasi | Tingkat
Kegiatan Renja Renja Realisasi tahun Capaian | Capaian
s/d Perangkat | Perangkat (%) 2025) Program | Realisasi
dengan Daerah Daerah dan Target
tahun tahun tahun Kegiatan | Renstra
2023 2024 2024 s/d (%)
tahun
berjalan
(tahun
2025)
01 2 | 202 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan 5 | Laporan 2 1 i 100% 1 4 80,00
Pelaksanaan Pelayanan kepada Efelctifitas Pelaksanaan
Masyarakat di Wilayah Pelayanan kepada Masyarakat di
Kecamatan Wilayah Kecamatan
01 2| 203 Koordinasi Pemeliharaan Keluaran : Hasil Koordinasi 1 | Dokumen 0 0 0,00
Prasarana dan Sarana Pemeliharaan Prasarana dan
Pelayanan Umum Sarana Pelayanan Umum
01 2 | 203 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Jumlah Dokumen 3 | Dokumen 0 0,00
Perangkat Daerah dan/atau Koordinasi/Sinergi dengan
Instansi Vertikal vang Terkait Perangkat Daerah dan/atau
dalam Pemeliharaan Sarana dan Instansi Vertikal yang Terkait
Prasarana Pelayanan Umum dalam Pemeliharaan Sarang dan
Prasarana Pelavanan Umum
01 2| 204 Pelaksanaan Urusan Hasil Pelaksanaan Urusan 6 | Dokumen 0 0 0,00
Pemerintahan yang Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat Dilimpahkan kepada Camat
01 2 | 204 | 0003 | Pelaksanaan Urusean Jumlah Laporan Pelaksanaan 3 | Laporan 0 0,00
Pemerintahan yang Terkait Kewenangan Lain yang
dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Dilimpahkan |
01 | 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Penyelenggaranaan 100 | % 100 100 100 | 100% 100 100 100,00
MASYARAKAT DESA DAN Pemberdayaan Masyarakat |
KELURAHAN Desa/ Kelurahan
01 | 03 | 201 Koordinasi Kegiatan Keluaran : Hasil Koordinasi 10 | Dokumen 2 2| 100% 2 20,00
Pemberdayaan Desa Hegiatan Pemberdayaan Desa |




Kode Urusan/Bidang Indikator Kinerja Program Target Kinerja Capaian | Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Urusan Pemerintah {outcomes)/ Kegiatan (output) Program (Renstra Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu | program Capaian Target
Daerah Dan Perangkat Daerah) Kinerja {Th. 2024) dan Renstra Perangkat
Program/Kegiatan Tahun 2026 Hasil kegiatan Daerah s/d tahun
Program {Renja berjalan
dan | Perangkat
Keluaran Target Reglisasi | Tingkat | Daerah Realisasi | Tingkat
Kegiatan Renja Renja Realisasi | tahun Capaian | Capaian
s/d Perangkat | Perangkat (%) 2025) Program | Realisasi
dengan Daerah Daerah dan Target
tahun tahun tahun Kegiatan | Renstra
2023 2024 2024 s/d (%)
tahun
berjalan
(tahun
2025)
7101 | 03 | 201 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Jumilah Lembaga 4 | Lembaga 1 2 2 | 100% 4 i3 175,00
Masyarakat dalam Forum Kemasyarakatan yang Kemasyaraka |
| Musyawarah Perencanaan Berpartisipasi dalam Forum tan
[ Pembangunan di Desa Musyawarah Perencanaan
[ Pembangunan di Desa
7101 | 03| 201 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan 50 | Laporan 2 1 1 100% 1 4 8,00
Pemberdavaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan
Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masvarakat di
| Wilayah Kecamatan
7|01 | 04 [ PROGRAM KOORDINASI Persentase Penyelenggaraan 100 | % 100 100 100 100% 100 100 100,00
KETENTRAMAN DAN Koordinasi Ketenteraman dan
KETERTIBAN UMUM Ketertiban Umum
7|01 |04 | 201 Koordinasi Upaya Keluaran : Hasil Koordinasi 10 | Laporan 2 2 2 100% 1 5 50,00
Penyelenggaraan Ketenteraman | Upaya Penyelenggaraan
dan Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
7 | 01 | 04 | 201 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 30 | Laporan E 1 1 100% 1 10 33,33
Negara Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara
Tentara Nasional Indonesia dan Republik Indonesia, Tentara
Instansi Vertikal di Wilayah Nasional Indonesia dan Instansi
Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan
7101 |04 | 201 | 0002 | Harmonisasi Hubungan Dengan Jumlah Laporan Pelaksanaan 10 | Laporan 3 1 1 100% 1 5 50,00
Tokoh Agama dan Tokch Harmonisasi Hubungan dengan
Masyarakat Tokoh Agama dan Tokah
Masyarakat




Kode Urusan/Bidang Indikator Kinerja Program Target Kinerja Capaian | Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraen Realisasi |
Urusan Pemerintah (outcomes)/ Kegiatan (output) Program (Renstra Target | Program dan Kegiatan Tahun Lali | program Capaian Target
Daerah Dan Perangkat Daerah) Kinerja (Th. 2024) dan Renstra Perangkat
Program/Kegiatan Tahun 2026 Hasil kegiatan | Daerah s/d tahun
Program {(Renja berjalan |
dan Perangkat !
Keluaran | Target Realisasi | Tingkat Daerah | Realisasi | Tingkat |
Kegiatan Renja Renja Realisasi tahun Capaian | Capaian
s/d Perangkat | Perangkat (%) 2025) Program | Realisasi
dengan Daerah Daerah dan Target
tahun tahun tahun Kegiatan | Renstra
2023 2024 2024 s/d (%)
tahun
berjalan
(tahun
2025)
01 | 04 | 202 Koordinasi Penerapan dan Keluaran : Hasil Koordinasi 5 | Dokumen 1 1 1 100% 1 3 60,00
Penegakan Peraturan Daerah Penerapan dan Penegakan
dan Peraturan Kepala Daerah Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
01 | 04 | 202 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah Laporan 5 | Laporan 2 1 1 100% 1 4 80,00
Perangkat Daerah yang Tugas Koordinasi/Sinergi dengan
dan Fungsinya di Bidang Perangkat Daerah yang Tugas
Penegakan Peraturan Perundang- | dan Fungsinya di Bidang
Undangan dan/atau Kepolisian | Penegakan Peraturan Perundang-
Negara Republik Indonesia Undangan dan/atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia
o1|0 PROGRAM PENYELENGGARAAN | Persentase Penyelenggaraan 100 | % 100 100 100 100% 100 100 100,00
URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan Umum
UMUM
01| 5| 201 Penyelenggaraan Urusan Keluaran : Hasil 10 | Dokumen 1 2 1 4 40,00
Pemerintahan Umum sesuai Penyelenggaraan Urusan
Penugasan Kepala Daerah Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah
01 | 05 | 201 | 0001 | Pembinaan Wawasan Jumlah Crang yang Mengikuti 176 | Orang 20 20 100% 1 21 11,93
Kebangsaan dan Ketahanan Pembinaan Wawasan
Nesicnal dalam rangka Kebangsaan dan Ketahanan
Memantapkan Pengamalan Nasional dalam rangka
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Memantapkan Pengamalan
Undang Dasar Negara Republik Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Indonesia Tahun | Undang Dasar Negara Republik
1945, Pelestarian Bhinneka | Indonesia Tahun 1945,
Tunggal Tka serta Pemertahanan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
dan Pemeliharaan Keutuhan serta Pemertahanan dan
Negara Kesatuan Republik Pemeliharaan Keutuhan Negara




Kode Urusan/Bidang Indikator Kinerja Program Target Kinerja Capaian | Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Urusan Pemerintah (outcomes)/ Kegialan {outpiit) Program (Renstra Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu | program Capaian Target
Daerah Dan Perangkat Daerah) Kinerja (Th. 2024) dan Renstra Perangkat
Program/Kegiatan Tahun 2026 Hasil kegiatan Daerah s/d tahun
Program (Renja berjalan
dan Perangkat
Keluaran Target Realisasi | Tingkat Daerah | Realisasi | Tingkat
Kegiatan Renja Renja Realisasi tahun Capaian | Capaian |
s/d Perangkat | Perangkat (%) 2025) Program | Realisasi |
dengan Daerah Daerah dan Target
tahun tahun tahun Kegiatan | Renstra
2023 2024 2024 s/d (%)
tahun
berjalan
{tahun
2025)
Indenesia Kesatuan Republik Indonesia
7101 |05 | 201 0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Jumlah Orang yang Mengikuti 4 | Orang 0 0,00
| Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Fasilitasi, Koordinasi dan
Konsultasi) Wawasan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,
Kebangsaan dan Ketahanan Konsultasi) Wawasan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional
7 |01 | 05 | 201 | DOD8 | Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Dokumen Tugas Forum 5 | Dokumen 19 1 1 100% 1 21 420,00
Koordinasi Pimpinan di Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan Kecamatan
7|01 06 PROGRAM FEMBINAAN DAN | Persentase Pembinaan dan 100 | % 100 100 100 100% 100 100 100,00
PENGAWASAN PEMERINTAHAN | Pengawasan Pemerintahan Desa
DESA
7|01 |06 | 201 Fasilitasi, Rekomendasi dan Keluaran : Hasil Fagsilitasi, 70 | Dokumen 10 9 8 | 89% 9 27 38,57
Koordinasi Pembinaan dan Rekomendasi, dan Koordinasi
Pengawasan Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
71 01 | 06 | 201 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan | Jumlah Dokumen yang 3 | Dokumen 1 1 100% 1 2 66,67
= Desa dan Difasilitasi dalam rangka
. Peraturan Kepala Desa Penyusunan Peraturan Desa dan
| Peraturan Kepela Desa




Kode Urusan/Bidang Indikator Kinerja Program Target Kinerja Capaian | Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Urusan Pemerintah {foutcomes)/ Kegiatan (output) Program (Renstra Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu | program Capaian Target
Daerah Dan Perangkat Daerah) Kinerja (Th. 2024) dan Renstra Perangkat
Program /Kegiatan Tahun 2026 Hasil kegiatan Daerah s/d tahun
Program (Renja berjalan
dan Perangkat
Keluaran Target Realisasi Tingkat Daerah Realisasi | Tingkat
Kegiatan Renja Renja Realisasi tahun Capaian | Capaian
s/d Perangkat | Perangkat (%) 2025) Program | Realisasi
dengan Daerah Daerah dan Target
tahun tahun tahun Kegiatan | Renstra
2023 2024 2024 s/d (%)
tahun
berjalan
{tahun
2025]
01 [ 06 | 201 | QD02 | Fasilitasi Administrasi Tata Jumlah Dokumen yang 5 | Dokumen 19 1 1 100% 1 2] 420,00
[ Pemerintahan Desa Difasilitasi dalam rangka |
Administrasi Tata Pemerintahan
| | Desa
01 | 06 | 201 | 0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Dokumen yang 5 | Dokumen 19 1 1 100% 1 a3 420,00
Desa dan Pendayagunaan Aset Difasilitasi dalam rangka
Desa Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa
01 | 06 | 201 | D005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Fasilitasi 5 | Dokumen 19 1 1 100% 1 21 420,00
Kepala Dese dan Perangkat Desa | dalam rangka Pelaksanaan Tugas
Kepala Desa dan Perangkat Desa
01 | 06 | 201 | DOO6 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Jumlah Dokumen Fasilitasi 5 | Dokumen 1 1 20,00
Kepala Desa dalam rangka Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa
01 | 06 | 201 | 0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan | Jumlah Dokumen Fasilitasi 5 | Dokumen 19 1 1 100% 1 21 420,00
Fungsi Badan Permusyawaratan dalam rangka Pelaksanaan Tugas
Desa dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa
01 | 06 | 201 | 0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Jumlah Dokumen Rekomendasi 5 | Dokumen 2 1 1 100% 1 4 80,00
' Pemberhentian Perangkat Desa Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa
01 | 06 | 201 | OOO9 | Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi 3 | Dokumen | 6] 0,00
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan ;
Daerah dengan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan |
Desa Desa !
01 | 06 | 201 | 0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Fasilitasi 5 | Dokumen 0 0,00
Ketenteraman dan Ketertiban dalam rangka Penvelenggaraan
Umum Ketenteraman dan Keteruban




Kode Urusan/Bidang Indikator Kinerja Program Target Kinerja Capaian | Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Urusan Pemerintah (outcomes)/ Kegiatan (output) Program (Renstra Target | Program dan Kegiatan Tahun Lalu | program Capaian Target
Daerah Dan Perangkat Daerah) Kinerja (Th. 2024) dan Renstra Perangkat
Program /Kegiatan Tehun 2026 Hasil kegiatan Daerah s/d tahun
Program (Renja berjalan
dan Perangkat
Keluaran Target Realisasi | Tingkat Daerah Realisasi | Tingkat
Kegiatan Renja Renja Realisasi tahun Capaian | Capaian
s/d Perangkat | Perangkat (%) 2025) Program | Realisasi
dengan Daerah Daerah dan Target
tahun tahun tahun Kegiatan | Renstra
2023 2024 2024 s/d (%)
tahun
berjalan
(tahun
2025)
Umum
01 | 06 | 201 | 0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Jumlah Dokumen Fasilitasi 5 | Dokumen 19 19 380,00
Fungsi, dan Kewajiban Lembaga dalam rangka Pelaksanaan
Kemasyarakatan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban
Lembaga Kemasyarakatan
01 | 06 | 201 | 0013 | Fasilitasi Penyusunan | Jumlah Dokumen Fasilitasi 5 | Dokumen 2 1 1 100% 1 4 80,00
Perencanaan Pembangunan | dalam rangka Perencanaan
| Partisipatif | Pembangunan Partisipatif
01 | 06 | 201 | 0016 | Fasilitasi Penyusunan Program | Jumlah Dokumen Fasilitasi 5 | Dokumen 2 2 40,00
dan Pelaksanaan Pemberdayaan | dalam rangka Program dan
Masyarakat Desa Pelaksanaan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Q1 | 06 | 201 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa Jumleh Laporan Hasil Koordinasi 5 | Laporan 1 1 1 100% 1 3 60,00
di Wilayahnya Pendampingan Desa di |
Wilayahnya |
01 | 06 | 201 | 0018 | Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 3 | Laporan | 0 0,00
Pembangunan Kawasan Pelaksanaan Pembangunan
Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
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Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik menegaskan bahwa Pelayanan Publik
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya
disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara
negara, korporasi, lembaga independen vyang dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan
publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata
untuk kegiatan pelayanan publik.

Pasal 14 dan 15 UU Nomor 25 Tahun 2009
mengamanatkan bahwa hak dan kewajiban penvelenggara
adalah sebagai berikut :

1) Hak — hak penyelenggara :

a) Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain
yang bukan tugasnya;

b) Melakukan Kerjasama;

c) Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan
tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam
penyelenggaraan pelayanan negara;

d} Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan
dengan

peraturan perundang-uandangan.

2) Kewajiban penyelenggara :

a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan

b. Menyusun, menetapkan dan mempublikasikan
maklumat pelayanan

c. Menempatkan pelaksana yang kompeten

d. Menyediakan sarana, prasarana dan atau fasilitas
pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim

pelayanan yang memadai.



e. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar

pelayanan.

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 juga
mengamanatkan pedoman dasar dalam mengelola
pelayanan publik, sebagaimana tercantum pada pasal 4
yang memuat asas penyelenggaraan pelayanan publik,
yaitu :

1) Kepentingan umum,

2) Kepastian hukum,

3) Keseimbangan hak dan kewajiban,

4) Professional,

5) Partisipatif,

6) Akuntabilitas,

7) Ketepatan waktu,

8) Keterbukaan,

9) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan publik,
pemerintah harus sanggup melakukan pelayanan
minimal, karena pemberian pelayanan ini merupakan hak
dasar masyarakat selaku konsumen.

Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh
setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan
Minimal merupakan standar dengan batas - batas
tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan
kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan
pelayanan dasar kepada masyarakatn yang mencakup
Jjenis pelayanan, Indikator dan nilai.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Camat Bruno
selaku pemimpin wilayah di Kecamatan Bruno telah
menerapkan Langkah — langkah sebagai berikut :

a. Mewujudkan pendayagunaan pelimpahan sebagian
kewenangan kepada Camat untuk melaksanakan

pelayanan prima.



b. Mendayagunakan aparat Kecamatan yang pintar dan
berpengalaman untuk mengatasi masalah dalam
pelaksanaan tugas di lapangan.

c. Meningkatkan koordinasi intern antar Seksi untuk
melaksanakan Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo
Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja
Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

d. Meningkatkan motivasi kerja aparat untuk mengatasi
turunnya  kepercayaan @/ legitimasi  terhadap

pemerintah,



Tabel TC- 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Bruno

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proveksi
No Indikator SPM/ gtandar TIKK _ A Catatan Analisa
nasional Th, 2024 | Th.2025 | Th.2026 | Th.2027 | Th.2024 | Th.2025 | Th.2026 | Th. 2027
(thnn-2) | (thnn-1) | (thnn) | {(thonn+l) | (thnn-2) | (thon-1) | (thnn) | (thnn+l)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indeks Kepuasan Masyarakat v 83,5 B4 86,05 86 86
(IKM) Perangkat Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat V 83,5 84 86,05 86 86 =
(IKM) Perangkat Dacrah
Persentase Pelaksanaan 100% 100% 100%
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten
Persentase Penyelenggaraan 100% 100% 100%
Pemerintahan dan Pelayanan
Publik
Persentase Penyelenggaranaan 100% 100% 100%
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Persentase Penyelenggaraan i 100% 100% 100%
Koordinasi Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Persentase Penyelenggaraan 100% 100% 100% Fias
Urusan Pemerintahan Umum
Persentase Pembinaan dan 100% 100% 100%
Pengawasan Pemerintahan Desa




Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
No Indikator O fotomcar | e Catatan Analisa
nasional Th.2024 | Th.2025 | Th.2026 | Th.2027 | Th.2024 | Th.2025 | Th.2026 | Th. 2027
(tnn-2) | (thnn-1) | (thnn) | (thnn+l) | (thnn-2) | (thnn-1) | (thnn) | (thnn+1)
Indeks Kepuasan Masyarakat v 86,25 86,75 86,25 86,75
(Perangkat Daerah)
Nilai Sakip Perangkat Daerah v 70 70,5 70 70,5
Persentase Pelaksanaan 100% 100% 100% 100%
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten
Persentase Penyelenggaraan 100% 100% 100% 100%
Pemerintahan dan Pelayanan
Publik
Persentase Penyelenggaranaan 100% 100% 100% 100%
Pemberdayaan Masyarakat Desa/
Kelurahan
Persentase Penyelenggaraan 100% 100% 100% 100%
Koordinasi Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Persentase Penyelenggaraan 100% 100% 100% 100%
Urusan Pemerintahan Umum
Persentase Pembinaan dan 100% 100% 100% 100%
Pengawasan Pemerintahan Desa




2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

Analisis isu-isu penting/strategis merupakan bagian penting
dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana
program dan kegiatan Kecamatan Bruno. Identifikasi isu yang tepat
dan bersifat strategis akan meningkatkan aksestabilitas prioritas
program dan kegiatan, dapat dioperasionalkan, secara moral dan
etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Rumusan isu
strategis diperoleh dengan analisis terhadap berbagai fakta dan
informasi yang ada selama kurang lebih lima tahun yang lalu.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

Kecamatan Bruno sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo

Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi

dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten

Purworejo, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam

meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

1) Tuntutan dan harapan warga masyarakat terhadap perwujudan
Good Government merupakan peluang pada Kecamatan Bruno
untuk selalu meningkatkan kinerja.

2) Kepedulian dan kebersamaan pihak swasta dalam mendukung
program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan.

3) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi
masyarakat dalam pembangunan.

4) Para penyelenggara Pemerintah Desa belum secara optimal
memahami regulasi tentang pemerintahan desa yang cenderung
berubah.

5) Adanya tambahan  penghasilan meningkatkan kinerja
sumberdaya pegawai.

6) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
sarana prasarana maupun pengembangan potensi alam

Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang

belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak

diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak
diantisipasi serta identifikasinya dapat diuraikan menurut urusan

penyelenggaraan pemerintahan daerah.




Isu - isu dan permasalahan berikut perlu penanganan

sccara komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok

dan fungsi Kecamatan Bruno sebagai berikut :

—t

5.

Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur Kecamatan;
Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam
pelayanan publik.

. Kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi antar instansi

terkait.

Perlu adanya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja
perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pelayanan
internal.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan di Kecamatan Bruno.

Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan

Bruno adalah situasi dan kondisi yang menjadi perhatian karena

dampaknya yang signifikan bagi PD di masa yang akan datang.

Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila

tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar aau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan
peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam

jangka minimal 5 (lima) tahun kedepan.

Kondisi yag diinginkan dan Proyeksi Kedepan.

1. Kondisi yang diinginkan

a. Terciptanya good goverment sehingga mewujudkan pelayanan
yang prima kepada masyarakat.

b. Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi pada pelayanan
publik sehingga pelayanan menjadi efektif dan efisien.

c. Terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi sehingga
penanganan masalah lebih cepat dan tepat.

d. Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e. Terlaksananya kemantapan koordinasi antar Sekertariat,
Seksi, Sub bagian, Desa dan dinas instansi di Lingkup
Kecamatan Bruno wuntuk meningkatkan kinerja sebagai
berikut:

1) Proses dan meckanisme perencanaan pembangunan berjalan

tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



2) Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat
yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara
komprehensif dan berkelanjutan.

3) Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat
terhadap mekanisme musrenbang sehingga  dapat
mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada
seluruh pemangku kepentingan.

4) Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas
kelembagaan perencanaan di tingkat kecamatan dalam
perencanaan pembangunan.

f. Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan
untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang
melibatkan publik.

g. Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan

dokumen perencanaan yang telah disepakati.

2.4 Review Terhadap Ranwal RKPD
RKPD Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan

rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam proses
penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan
perangkat daerah dan melihat kondisi yang berkembang dalam
masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan
Bruno, maka diperlukan kajian program dan kegiatan berdasarkan
skala prioritas. Review RKPD dilakukan untuk mengetahui
perbedaan antara RKPD dengan hasil analisa kebutuhan setelah
dilakukan pembahasan dalam forum perangkat daerah, dan kajian
program dan kegiatan. Berdasarkan perbandingan antara RKPD
dengan rancangan akhir dan hasil analisis kebutuhan terdapat
beberapa temuan yaitu :

1) Semua nama program dan kegiatan dalam RKPD sama dengan
hasil analisis kebutuhan, hanya besaran anggaran dan target
outputnya yang berbeda

2} Pagu rancangan akhir lebih rendah dari hasil analisis kebutuhan,
sehingga tidak semua rencana kegiatan bisa terbiayai dan ada
beberapa kegiatan atau output masuk dalam kategori longlist

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran tabel 2.6

(Tabel T-C.31). berikut:



Tabel T-C. 31
Reviu Terhadap RKPD Tahun 2026

Kode RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokeasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana
capaign (Rp.0OO) capaian [Rp.00O)
1 2 3 4 5 L] 7 8 9 10 11 12
7. UNSUR 3.391.186.802 UNSUR 2.951.061.123
HEWILAYAHAN KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN 3.391.186.802 KECAMATAN 2.951.051.123
7.01.01 PROGRAM e, 2.781.088.702 PROGRAM 2.355.819.821
PENUNJANG URUSAN PENUN.JANG
PEMERINTAHAN URUSBAN
DAERAH PEMERINTAHAN
HABUPATEN/HOTA DAERAH
KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 Perencanaan, iy B [T  51.019.800 | Perencanaan, u 4.897.000
Penganggaran, dan Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.000 | Penyusunan Dokumen Kab. Jumlah Dokumen 15 32.051.800 Penyusunan Kah. Jumlah Dokumen 22 Dokumen | 2.629.000
1 Perencanaan Perangkat | Purworejo, Perencanaan Perangkat Dokumen Dokumen Purworejo, Perencanaan Perangkat
Daerah Brunao, Daerah Perencanaan Brunao, Daerah
Semua Perangkat Semua
Kel/Desa Daerah Kel/Desa
7.01.01.2.01.000 | Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen RKA- 1 2.000.000 Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen RKA-
2 Penyusunan Dolkumen Purworejo, SKPD dan Laporan Hasil Dokumen Penyusunan Purworejo, SKPD dan Laporan Hasil
REA-SKPD Brunao, Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKFD | Bruna, Koordinasi Penyusunan
Semua Dokumen RKA-SKPD Semua Dokumen RKA-SKPD
Kel/Desa Kel/Desa i




Kode RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikaror Kinerja Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target | Kebutuhan Dana
capaian (Rp.000) capaian | (Rp.000)
7.01.01.2.01.000 | Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen 1 2.000.000 Koordinasi dan Kah. Jumlah Doelcamen
3 Penyusunen Dokumen | Purworejo, Perubashan RKA-SKPD dan Dokumen Penyusunan Purworejo, Perubahan RKA-SKPD dan
Perubahan RKA-SKPD Bruno, Laporan Hasil Koordinasi Dokumen Perubahen | Bruno, Laporan Hasil Koordinast
Semua Penyusunan Dokumen RKA-SKFD Semua Penyusunan Dokumen
Kel/Desa Perubahan RKA-SKPD Kel/Desa Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.000 | Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen DPA- 1 1.875.000 Koerdinasi dan Kab, Jumlah Dokumen DPA-
4 Penvusunan DPA- Purwarejo, SKFD dan Laporan Hasil Dokumen Penyusunan DPA- Purworejo, SKPD dan Laporan Hasil
SKPD Bruno, Koordinasi Penyusunan SKPD Bruno, Koordinasi Penyusunan
Semua Dokumen DPA-SKPD Semua Dekumen DPA-SKPD
Kel/Desa Kel/Desa
7.01.01,2.01.000 | Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen 1 2.000.000 Koordinasi dan Kab, Jumlah Dokumen
5 Penyusunan Purworejo, Perubahan DPA-SKPD dan Dokumen Penyusunan Purworejo, Perubahan DPA-SKPD dan
Perubahan DPA-SKPD Bruno, Laporan Hasil Koordinasi Perubahan DPA- Brune, Laporan Hasil Koordinasi
Semua Penyusunan Dokumen SKPD Semua Penyusunan Dokumen
Kel/Desa Perubahan DPA-SKPD Kel/Desa Perubahan DPA-SKFD
7.01,01.2.01,000 | Koordinasi dan Kab. Jumlah Laperan Capaian 16 6.000.000 Koordinasi dan Kab. Jumlah Laporan Capaian
6 Penyusunan Laporan Purworejo, Kinerja dan Ikhtisar Laporan Penyusunan Laporan | Purworejo, Kinerja dan Ikhtisar
Capaian Kinerja dan Bruno, Realisasi Kinerja SKFPD dan Capaian Kinerja dan Brunae, Reslisasi Kinerja. SKPD
Ikhtisar Realisasi Semua Laporan Hasil Koordinasi Ikhtisar Realisasi Semua dan Laporan Hasil
Kinerja SKPD Kel/Desa Penyusunan Laporan Kinerja SKFD Kel/Desa Kocrdinasi Penyusunan
Capaian Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisas:
SKPD Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.000 | Evaluasi Kinerja Kab, Jumlah Laporan Evaluasi 6 Laporan | 5.093.000 Evaluasi Kinerja Kab. Jumilah Laporan Evaluasi 22 Laporan 2.268.000
7 Perangkat Dacrah Purwerejo, Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Dacrah Purworejo, Kinerja Perangkat Daerah
Bruno, Bruno,
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
7.01.01.2.02 Administrasi Kab. 2.094.784.503 Administrasi Kab. 2.536.312.773
Heuangan Perangkat Purworgjo, Heuangan Purworejo,
Daerah Bruno, Perangkat Daerah Bruno,
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa




Kode RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu indikatif Program,/ Kegiatan Lolkasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana
capaian (Rp.000) capaian (Rp.000)
7.01.01.2.02.000 | Penvediaan Gaji dan Kab. Jumlsh Orang vang 18 2.081.431.403 Penyediaan Gaji den Kab. Jumlah Orang yang 18 2.534.022.773
1 Tunjangan ASN Purworejo, Menerima Gaji dan Orang/Bu Tunjangan ASN Purworejo, Menerimea Gaji dan Orang/Bulan
Bruno, Tunjangan ASN lan Brune, Tunjangan ASN
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
7.01.01.2.02.000 | Koordinasi dan Kab. Jumlah Laporan Keuangan 6 Laporan | 2,725,000 Koordinasi dan Kab, Jumlah Laporan
5 Penyusunan Laporan Purworejo, Akhir Tahun SKPD dan Penyusunan Laporan | Purworejo, Keuangan Akhir Tahun
Keuangan Akhir Tehun | Bruno, Laporan Hasil Koordinasi Keuangan Akhir Bruno, SKPD dan Laporan Hasil
SKPD Semua Penyusunan Laporan Tahun SKFD Semua Koordinasi Penyusunan
Kel/Desa Keuangan Akhir Tahun Kel/Desa Laporan Keuangan Akhir
SKPD Tahun SKPD
7.01.01.2.02.000 | Koordinasi dan Kab. Jumlah Laporan Keuangan 26 10.628.100 Koordinas: dan Kab. Jumlah Laporan 26 Laporan 1,290,000
T Penyusunan Laporan Purworejo, Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Penyusunan Laporan | Purwarejo, Keuangan Bulanan/
Keuangan Bruno, Semesteran SKPD dan Keuangan Bruno, Triwulanan/ Semesteran
Bulanan /Triwulanan / Semua Laporan Koordinasi Bulanan/Triwulanan | Semua SKPD dan Laporan
Semesteran SKPD Kel/Desa Penyusunan Laporan /Semesteran SKFD Kel/Desa Koordinasi Penyusunan
Keuangan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semes Bulanan/Triwulanan/Sem
teran SKPD esteran SKPD
7.01.01,2.04 Administrasi 2.500.000 Administrasi 2.000.000
Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah
Kewenangan Kewenangan
Perangkat Daerah Peranghkat Daerah
Pelaporan Pengelolaan Kab. Jumlah Laporan 1 2.500.000 Pelaporan Kab. Jumlah Laporan 16 Dokumen | 500.000
Retribusi Daerah Purworejo, Pengelolaan Retribusi Dokumen Pengelolaan Purworejo, Pengelolaan Retribusi
Brune, Daerah Retribusi Daerah Bruno, Daerah
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa |
7.01.01.2.05 Administrasi €.000.000 Administrasi | 8.750.000
Kepegawaian Hepegawaian
Perangkat Daerah

Perangkat Daerah




Kode

RKFD

Hagil Analisa Kebutuhan

Catatan

Penting
Program/ Keglatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lekasi Indikaror Kinerja Target Kebutuhan Dana
capaian (Rp.000) capaian (Rp.000)
7.01.01.2.05.000 | Monitoring, Evaluasi, Kab. Jumlah Dokumen 12 6.000.000 Pendataan dan Kab. Jumlah Dokumen 17 Dokumen | 875.000
5 dan Penilaian Kinerja Purworejo, Maonitoring, Dekumen Pengolahan Purworejo, Pendataan dan
Pegawa Bruno, Evaluasi, dan Penilaian Administrasi Bruno, Pengolahan Administrasi
Semua Kinerja Pegawai Kepegawaian Semua Kepegawaian
Kel/Desa Kel/Desa
7.01.01.2.06 Administrasi Umum 140.111.450 Adrministrasi Umum 69.815.200
Perangkat Daerah Perangkat Dacrah
7.01.01.2,06.000 | Penyediaan Komponen Kab, Jumlah Paket Komponen 4 Paket 10.345.000 Penyediaan Kab. Jumlah Paket Komponen 4 Paket 10.333.000
1 Instalasi Purworejo, Instalasi Listrik/Penerangan Kompenen Instalasi Purworejo, Instalasi
Listrik /Penerangan Bruno, Bangunan Kantor yang Listrik/Penerangan Bruno, Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor Semua Disediakan Bangunan Kantor Semua Bangunan Kantor yang
Kel/Desa Kel/Desa Disediakan
7.01.01.2.06.000 | Penyediaan Peralatan Kab. Jumlah Pakel Pernlatan 3 Paket 12,001,000 Penyvediaan Kab. Jumlah Paket Peralatan 3 Paket 7.473.900
3 Rumah Tangga Purworejo, Rumah Tangga yang Peralatan Rumah Purworejo, Rumah Tanggs yang
Bruno, Disediakan Tangga Bruno, Disediakan
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
7.01.01.2.06.000 | Penyediaan Bahan Kab. Jumlah Paket Bahan 12 Paket 24.085.950 Penyediaan Bahan Kab, Jumlah Paket Bahan 12 Paket 20.084.400
4 Logistik Kantor Purworejo, Lagistik Kantor yang Logistik Kantor Purworejo, Logistik Kentor yang
Brunoe, Disediakan Bruno, Disediakan
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desaa
7.01.01.2.06.000 | Penyediaan Barang Kab. Jumlah Paket Barang 6 Paket 9.657.500 Penyediaan Barang Kab. Jumlah Paket Barang 6 Paket 3.382.000
5 Cetakan dan Purworejo, Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Purworejo, Cetakan dan Penggandaan
Penggandaan Bruno, vang Disediakan Penggandaan Bruno, yang Disediakan
Bemua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
7.01.01.2.06.000 | Penyediaan Kab. Jumlah Paket 12 Peket 19.070.000 Penyediaan Kab, Jumlah Paket 12 Paket 6.685.300
S Bahan /Material Purworejo, Bahan /Material yang Bahan / Material Purworejo, Bahan/Material yang
Bruno, Disediakan Bruna, Disediakan
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa




Kode REKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokesi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana
capaian (Rp.000) capaian (Ep.000}
7.01.01.2.06.000 | Fasilitasi Kunjungan Kab. Jumlah Laporan Fasihitasi 12 9.750.000 Fasilitasi Kunjungan Kab. Jumilah Laporan Fasilitasi | 12 Laporan 1.500.000
& Tamu Purworejo, Kunjungan Tamu Laporan Tamu Purworejn, Kunjungan Tamu
Bruno, Brune,
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
7.011.01.2.06.000 | Penyelenggaraan Rapat | Kab. Jumlah Laporan 12 49,990,000 Penyelenggaraan Kab. Jumlah Laporan 12 Laporan 14.670.000
9 Koordinasi dan Purworcjo, Penyelenggaraan Rapat Laporan Repel Koordinast Purworejo, Penyelenggaraan Rapet
Konsultasi SKPD Brunao, Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD | Brunao, Koordinasi dan Konsultasi
Semua SKPD Semua SKPD
Kel/Desa Kel/Desa
7.01.01.2.06.001 | Penatausahaan Arsip Kab. Jumlah Dokumen 5 5.212.000 Penatausahaan Arsip | Kab. Jumlah Dokumen 5 Dokumen 2.686.600
(1] Dinamis pada SKPD Purworejo, Penatausahaan Arsip Dokumen Dinamis pada SKPPD Purworejo, Penatausahaan Arsip
Bruno, Dinamis pads SKPD Bruno, Dinamis pada SKFD
Semuea Semua
Kel/Desa Kel/Desa
7.01.01,2.07 Pengadaan Barang Barang Milik Daerah (BMD) | 2 Jenis 247.616.900 Pengadaan Barang Barang Milik Daerah
Milik Daerah Penunjang Urnsan Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Penunjang Urusan Pemerintah Dacrah yang
Pemerintah Daerah Diadakan Pemerintah Daerah Diadakan
7.01.01.2.07.001 | Pengadaan Sarana dan Kab. Jumlah Unit Sarana dan 9 Unit 142.877.000 Pengadaan Sarana Kab. Jumlah Unit Sarana dan
0 Prasarana Gedung Purworegjo, Prasarana Gedung Kantor dan Prasarana Purworejo, Prasarana Gedung Kantor
Kantor atau Bangunan | Bruno, atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Brunao, atau Bangunan Lainnya
Lainnya Semua yang Disediakan Bangunan Lainnya Semua yang Disediakan
_ | Kel/Desa Kel/Desa
7.01.01.2.07.000 | Pengadaan Peralatan Kab. Jumlah Unit Peralatan dan 9 Unit 120.066.043 Pengadaan Peralatan | Kab. Jumlah Unit Peralatan
6 dan Mesin Lainnya Purworejo, Mesin Lainnya vang dan Mesin Lainnya Purworejo, dan Mesin Lainnya yang
Bruno, Disediakan Bruno, Disediakan
Sernua Semua
Kel/Desa - B _ W= o oo il Kel/Desa
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa 120.066.049 Penyediaan Jasa 55.976.450
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Daerah




Fode RKPD Hasil Analisa Kehutuhan Catatan
Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pegu indikatif Program/ Kegiaten Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana
capaian {Rp.000) capaian (Rp.000)
7.01.01.2.08.000 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan | 12 21.780.049 Penyediaan Jasa Jumlah Leporan 12 Laporan 16.552.850
2 Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Laporan Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Dava
Disediakan Air dan Listrik vang
Disediakan
7.01.01.2.08.000 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan | 12 98.286.000 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 Laporan 39.423.600
4 Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Umum Laporan Pelayanan Umum Penyediaan Jasa
Kantor Kantor yang Disediakan Kantor Pelayanan Umum Kantor
vang Disediakan
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang 118.990.000 Pemeliharaan 111.060.000
Milik Daerah Barang Milik
Penunjang Urusan Daerah Penunjang
| Pemerintahan Daerah Urusan
Pemerintahan
| Daerah
| 7.01.01.209.000 | Penyediaan Jasa Kab, Jumiah Kendaraan 1 Unit 38.220.000 Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Kendarasn 1 Unit 34.880.000
i 1 Pemeliharaan, Biava Purworejo, Perorangan Dinas atau Pemeliharaan, Biaya Purworejo, Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, dan Bruno, Kenderaan Dines Jabatan Pemeliharaan, dan Bruno, Kendaraan Dinas Jabatan
Pajak Kendaraan Semnua yang Dipelihara dan Pajak Kendaraan Semua vang Dipelihara dan
Perorangan Dinas atau Kel/Desa dibayarkan Pajaknyva Perorangan Dinas Kel/Desa dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas atau Kendaraan
Jabatan Dinas Jabatan




Kode RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana
capaian (Rp.000) capaian (Rp.000])
7.01.01.2.09.000 | Penyediaan Jasa Kah. Jumlah Kendaraan Dinas 5 Unit 26.350.000 Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Kendaraan [Yinas 5 Unit 23.700.000
2 Pemeliharaan, Biaya Purworejo, Cperasional atau Lapangan Pemeliharaan, Biava | Purworejo, Operasicnal atau
Pemeliharaan, Pajak Brunao, yvang Dipelihara dan Pemeliharaan, Pajak | Bruno, Lapangan yang Dipelihara |
dat1 Perizinan Semua dibayarkan Pajak dan dan Perizinan Semua dan dibayarkan Pajak daen |
Kenderaan Dinas Kel/Desa Perizinannya Kenderaan Dinas Kel/Desa Perizinannya |
Operasional atau Operasional atau |
Lapangan Lapangan [
i
7.01.01.2.09.000 | Pemeliharaan Kab. Jumlah Peralatan dan Mesin | 9 Unit 6,490,000 Pemeliharaan Kab. Jumlah Peralatan dan g Unit | 6.450.000
6 Peralatan dan Mesin Purworejo, Lainnya yang Dipelihara Peralatan dan Mesin | Purworejo, Mesin
Lainnya Bruno, Lainnya Bruno, Lainnya vang Dipelihara
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
7.01.01.2.09.000 | Pemeliharaan/Rehabili Kab. Jumlah Gedung Kantor dan 2Unit 40.740.000 Pemeliharaan /Rehab | Kab. Jumlah Gedung Kantor 2 Unit 38.800.000
] tasi Cedung Kantor Purworejo, Bangunan Lainnya yang ilitesi Gedung Kantor | Purworejo, dan Bangunan Lainnya
dan Bangunan Lainnya | Bruno, Dipelihara /Direhabilitasi dan Bangunan Bruno, yang
Semua Lainnya Semua Dipelihara { Direhabilitasi
Kel/Desa Kel/Desa
7.01.01.2.09.001 | Pemeliharaan/Rehabili Kab. Jumlah Sarana dan 1 Unit 7.190.000 Pemeliharaan/Rehab | Kab. Jumlah Sarana dan 1 Unit 7.190.000
4] tasi Sarana dan | Purworejo, Prasarana ilitasi Sarana dan Purworejo, Prasarana
Prasarana | Bruno, Gedung Kantor atau Prasarana Bruno, Gedung Kantor atau
Gedung Kantor atau Semua Bangunan Lainnya vang Gedung Kantor atau Semua Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Kel/Desa Dipelihara/ Direhabilitasi Bangunan Lainnya Kel/Desa Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 PROGRAM 92.136.200 PROGRAM 36.700.900
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAA
PEMERINTAHAN DAN N PEMERINTAHAN
PELAYANAN PUBLIK DAN PELAYANAN
PUBLIK
7.01.02.2.01 Koordinasi 78.696.200 Koordinasi
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kegilatan Keglatan
Pemerintahan di Pemerintaban di
Tingkat Kecamatan Tingkat Hecamatan




Kode RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu indikaftif Program,/ Kegiatan Lolkasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana
capaian (Rp.000) capaian (Rp.DDO)
7.01.02.2.01.000 | Peningkatan Efektifitas | Kab. Jumlah Dokumen 6 78.696.200 Peningkatan Kab. Jumish Dokumen
2 Kegiatan Pemerintahan | Purworejo, Peningkatan Efektifitas Efektifitas Kegiatan Purwerejo, Peningkatan Efektifitas
di Tingkat Kecamatan Bruno, Kegiatan Pemerintahan di Dokumen Pemerintahan di Bruno, Kegiatan Pemerintahan di
Semua Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan Semua Tingkat Kecamatan
Kel/Desa Kel/Desa
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan 13.440.000 Penyelenggaraan 36.700.900
Urnsan Pemerintahan Urusan
yang Tidak Pemerintahan yang
Dilaksanakan oleh Tidak Dilaksanakan
Unit Kerja Perangkat oleh Unit Kerja
Daerah yang Ada di Perangkat Daerah
Kecamatan yang Ada di
Kecamatan
7.01.02.2.02.000 | Perencanaan Kegiatan Kab. Jumlah Dokumen 1 8.499.800 Perencanaan Kab, Jumlah Dekumen 1 Dokumen 2.895.600
1 Pelayanan kepada Purworejo, Perencanaan Kegiatan Dokumen Kegiatan Pelayanan Purworejo, Percncanaen Kegiatan
Masyarakat di Bruno, Pelayanan kepada kepada Masyarakat Brunao, Pelayanan kepada
Keearnatan Semua Masyarakat di Kecamatan di Kecamatan Semua Masyvarakat di Kecamatan
Kel/Desa Kel/Desa
7.01.02.2.02.000 Fagilitesi Percepatan | Kab. Jumlah Laporan Fasilitasi | 4 Laporan 29.632.700
2 Pencapaian Standar Purworejo, Percepatan Pencapaian
Pelayanan Minimal Bruno, Standar Pelayanan
di Wilayah Semua Minimal di Wilayah
Kecamatan Kel/Desa Kecamatan
7.01.02.2,02.000 | Peningkatan Efeltifitas Kab, Jumlah Laporan 1 Laporan | 4.540.200 Peningkatan Kab. Jumlah Laporan 1 Laporan 4.172.600
3 Pelaksanaan Pelayanan | Purworejo, Peningkatan Eflektifitas Efcktifitas Purworcjo, Peningkatan Efektifitas
kepada Masvarakat di Bruno, Pelaksanaan Pelayanan Pelaksanaan Bruno, Pelaksanaan Pelayanan
Wilayah Kecamatan Semua kepada Masyarakat di Pelayanan kepada Semua kepada Masyarakat di
Kel/Desa Wilayah Kecamatan Masvarakat di Kel/Desa Wilayah Kecamatan
Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM 194.773.000 PROGRAM 62,334.400
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA MASYARAKAT
DAN KELURAHAN DESA DAN

HKELURAHAN




Kode RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting
Program/ Kegiatan Lokesi Indikator Kinerja Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana
capaian (Ep.000) capaian [Rp.000)
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan 194.773.000 Koordinasi 62.334.400
Pemberdayaan Desa Kegiatan
i A RN Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.000 | Peningkatan Partisipasi | Kab. Jumiah Lembaga 3 24.647.300 Peningkatan Kab. Jumlah Lembaga 4 Lembaga | 7.586.400
1 Masyarakat dalam Purworejo, Kemasyarakatan yang Lembaga Partisipasi Purworejo, Kemasyarakatan yang
Forum Musyawarah Bruno, Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat dalam Bruno, Berpartisipasi dalam
Perencanaan Semua Musyawarah Perencanaan Forum Musyawarah Semua Forum Musyawarah
Pembangunan di Desa | Kel/Desa Pembangunan di Desa Perencanaan Kel/Desa Perencanaan
Pembangunan di Pembangunan di Desa
Desa
7.01.03.2.01.000 | Peningkatan Efektifitas Kab. Jumlah Laporan 12 170.125.700 Peningkatan Kab, Jumlah Laporan 12 Laporan 54.748.000
3 Kegiatan Purworejc, Peningkatan Efektivitas Laporan Efektifitas Kegiatan Purworejo, Peningkatan Efekrivitas
Pemberdayaan Bruno, Kegiatan Pemberdayaan Pemberdayaan Bruno, Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah | Semua Masyarakat di Wilayah Masyarakat di Semua Masyarakat di Wilayah
Kecamatan Kel/Desa Kecamatan Wilayeh Kecamatan Kel/Desa Kecamatan
7.01.04 PROGRAM 65.815,200 PROGRAM 17.183.000
KOORDINASI ROORDINASI
EETENTRAMAN DAN KETENTRAMAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETERTIBAN
TMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya 61.245.200 Koordinasi Upaya 16.308.000
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Hetenteraman dan Ketenteraman dan
Hetertiban Umum Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.000 | Sinergitas dengan Kah. Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan | 42.035.200 Sinergitas dengan Kab. Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 10.533.000
1 Kepolisian Negara Purworejo, Sinergitas dengan Kepolisian Kepolisinn Negara Purworejo, Sinergitas dengan
Republik Indonesia, Bruno, Negara Republik Indonesia, Republik Indonesia, Bruno, Kepolisian Negara
Tentara Nasional Semua Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Semua Republik Indonesia,
Indonesia dan Instansi Kel/Desa dan Instansi Vertikal di Indonesia dan Kel/Desa Tentara Nasional

Vertikal di Wilayah

Wilayah Kecamatan

Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan




Kode RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting
Program,/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target | Kebutuhan Dana
capaian [Rp.000) capaien | (Rp.000)
7.01.04.2.01.000 | Harmonisasi Kab. Jumlah Leporan 1 Laporan | 19.210.000 Harmonisasi Kab. Jumlah Laporan 1 Laporan | 5.775.000
2 Hubungan dengan Purwarejo, Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Purworejo, Pelaksanaan Harmonisasi |
Tokoh Agama dan Bruno, ITubungan dengan Tokoh Tokoh Agame dan Bruno, Hubungan dengan Tokoh :
Tokoh Masyarakat Semua Agema dan Tokoh Tokoh Masyarakat Semua Agama dan Tokoh i
Kel/Desa Masyarakat Kel/Desa Masyarakat |
7.01.04.2.02 Koordinasl Penerapan 4.570.000 Koordinasi B75.000
dan Penegakan Penerapan dan
Peraturan Daerah dan Pencgakan
Peraturan Kepala Peraturan Daerah
Daersh dan Peraturan
Kepala Daerah
7.01.04.2.02.000 | Keordinasi/Sinergi Kab. Jumlah Laporan 1 Laporan | 4.570.000 Koordinasi/Sinergi Kab. Jumlah Laporan 1 Laporan 875.000
1 Dengan Perangkat Purworejo, Koordinasi/Sinergi dengan Dengan Perangkat Purworejo, Koordinasi/Sinergi dengan
Daerah yang Tugas Bruno, Perangkat Daerah yang Daerah yung Tugas Bruno, Perangkat Daerah yang
dan Fungsinya di Semur Tugas dan Fungsinya di den Pungsinya di Semua Tugas dan Fungsinya di
Bidang Penegakan Kel/Desa Bidang Penegakan Didang Penegakan Kel/Desa Bidang Penegakan
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- Peraturan Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau Undangan dan/atau Perundang- Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Kepolisian Negara Republik Undangan dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia
7.01.05 PROGRAM PROGRAM 15.803.600
PENYELENGGARAAN 36.528.700 PENYELENGGARAA
URUSAN N URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
UMUM UMUM |
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan 126.873.700 Penyelenggaruan 15.803.600
Urusan Pemerintahan Urusan
Umum sesuai Pemerintahan
Penugasan Kepala Umum sesuai
Daerah Penugasan Kepala
Daerah




Kode RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting
Program/ Kegiatan Lokast Indikator Kinerja Target Pagu indikeatif Progrum/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana
capaian (Rp.00O0O) capeian [Rp.000)
7.01.05.2.01.000 | Fembinaan Wawasan Kab. Jumlah Orang yang 24 arang 106.640.000 Pembinaan Wawasan Kab. Jumlah Oreng yeng 90 orang 2.990.000
1 Kebangsaan dan Purworejo, Mengikuti Pembinaan Kebangsaan dan Purworejo, Mengikuti Pembinaan
Ketahanan Nasional Bruno, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Bruno, Wawasan Kebangsaan dan
dalam rangka Semua Ketahanan Nasional dalam dalam rangka Semua Ketahanan Nasioneal
Memantapkan Kel/Desa ranghka Memantapkan Memantapkan Kel/Desa dalam rangka
Fengamalan Pancasila, Pengamalan Pancasila, Pengamalan Memantaplkan
Pelaksanaan Undang- Pelaksanaan Undang- Pancasila, Pengamalan Pancasila,
Undang Dasar Negara Undang Dasar Negara Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun Undang-Undang Undang Dasar Negara
Tahun 1945, 1945, Pelestarian Bhinneka Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
Pelestarian Bhinneka Tunggal Tka serta Republik Indonesia 1945, Pelestarian
Tunggal lka serta Pemertahanan dan Tahun 1945, Bhinneka Tunggal lka
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Pelestarian Bhinneka serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Tunggal [ka serta Pemeliharaan Keutuhan
Keutuhan Negara Indonesia Pemertahanan dan MNegara Kesatuan Republik
Kesatuan Republik Pemeliharaan Indonesia
Indonesia Keutuhan Negara
Kesaruan Republik
Indonesia
7.01.05.2.01.000 | Pelaksanaan Tugas Kab. Jumlah Dokumen Tugas 1 20.233.700 Pelaksanaan Tugas Kab. Jumlah Dokumen Tugas 1 Dokumen | 12.813.600
8 Forum Keordinasi | Purworejo, Forum Koordinasi Pimpinan | Dokumen Forum Koordinasi Purweregjo, Forum Koordinasi
Pimpinan i | Bruno, di Kecamatan Pimpinan di Rruno, Fimpinan di Kecamatan
Kecamatan | Semua Kecamatan Semua
| Kel/Desa Kel/Desa
7.01.06 PROGRAM 130.500.000 PROGRAM 40,586,800
PEMBINAAN DAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENGAWASAN
FEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
DESA DESA
7.01.06.2.01 Fasilitasi, 130.500.000 Fasilitasi, 40.556.B00
Rekomendasi dan Rekomendasi dan
Koordinasi Koordinagi
Pembinaan dan Pembinaan dan
Pengawasan Pengawasan

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa




Kode RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana
capaian (Rp.0GO) CHPHIATL {Ep.00O)
7.01.06.2.01.000 | Fasilitasi Penyusunan Kab. Jumlah Dokumen yang 1 9.910.000 Fasilitast Kab. Jumlah Dokumen yang 2 Dokumen 2.645.000
1 Feraturan Desa dan Purwarejo, Difasilitasi dalam rangka Dokumen Penyusunan Purworejo, Difasilitasi dalam rangka |
Peraturan Kepala Desa | Bruno, Penvusunan Peraturan Desa Peraturan Desa dan Bruno, Penyusunan Peraturan
Semua dan Peraturan Kepala Desa Peraturen Kepala Semua Desa dan Peraturan
Kel/Desa Desa Kel/Desa Kepala Desa
7.01.06.2.01.000 | Fasilitasi Administrasi Kab. Jumlah Dokumen yang 1 28 867.000 Fasilitasi Kab. Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen 10.261.800
2 Tata Pemerintahan Purworejo, Difesilitasi dalam rangka Dokumen Administrasi Tata Purworejo, Difasilitasi dalam rangkea
Desa Bruna, Administrasi Tata Pemerintahan Desa Brunao, Administrasi Tata
Semua Pemerintahan Desa Semua Pemerintahan Desa
Kel/Desa Kel/Desa
7.01.06.2.01.000 | Fasilitasi Pengelolaan Kab. Jumlah Dokumen vang 1 40.688.000 Fasilitasi Kab. Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen 10.520.000
3 Keuangen Desa dan Purworejo, Difasilitasi dalam rangka Dokumen Pengelolaan Purwerejo, Difasilitasi dalam rangka
Pendayagunasn Aset Bruna, Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan Desa dan Bruno, Pengelolaan Keuangan
Desa Semua dan Pendayagunaan Aset Pendayagunaan Aset | Semua Desa dan Pendayagunaan
Kel/Desa Desa Cesa Kel/Desa Aset Desa
7.01.06.2.01.000 Fasilitasi Pelaksanaan Kab. Jumlah Dekumen Fasilitasi 1 20.480.000 Fasilitasi Kab. Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7.520.000
5 Tugas Kepala Desa dan | Purworejo, dalam rangka Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Tugas Purworejo, Fasilitasi dalam rangka
Perangkat Desa Bruno, Tugas Kepela Desa den Kepala Desa dan Bruno, Pelaksanaan Tugas Kepala
Semug Perangkat Desa Perangkat Desa Semua Desa dan Perangkat Desa
Kel/Desa Kel/Desa
| 7.01.06.2.01.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Kab. Jumlah Dokumen Fasilitasi 1 2.650.000 Fasilitasi Kab. Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2.120.000
7 Tugas dan Fungsi Purworejo, Pelaksanaan Tugas dan Dekumen Pelaksansen Tugas Purworejo, Fasilitasi Pclaksanaan
Badan Bruno, Fungsi Badan dan Fungsi Badan Hruna, Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa | Semua Permusyawaratan Desa Permusyawaratan Semua Permusyawaratan Desa
Kel/Desa Desa Kel/Desa
7.01.06.2.01.000 | Rekomendasi Kab. Jumlah Dokumen 1 7.935.000 Rekomendasi Kah. Jumlah Dolkumen 1 Dokumen 2.440.000
8 Pengangkatan dan Purworejo, Rekomendasi Pengangkatan | Dokumen Pengangkatan dan Purworejo, Rekomendasi
Pemberhentian Brumno, dan Pemberhentian Pemberhentian Bruno, Pengangkatan dan
Peranglaat Desa Semua Perangkat Desa Perangkat Desa Semua Pemberhentian Perangkat
Kel/Desa Kel/Desa Desa




Kode RKPD Iasil Analisa Kebutuhan Caratan
Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana
capaian (Rp.000) capeian (Rp.CO0O)
7.01.06.2.01.001 | Fasilitasi Penyusunan Kah. Jumlah Deokumen Fasilitasi 1 7.860.000 Fasilitasi Kab, Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2.200.000
3 Perencanaan Purwerejo, dalam rangka Perencanaan Dokumen Penyusunan Purworejo, Fasilitasi dalam rangka
Fembangunan Brumno, Pembangunan Partisipatif Perencanaan Bruno, Perencanaan
Partisipatif Semua Pembangunan Semua Pembangunan Partisipatif
Kel/Desa Partisipatif Kel/Desa
7.01.06.2.01.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Kab. Jumlah Dekumen Fasilitasi 1 7.630.000 Fasilitasi Kah. Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2.850.000
6 Pemilihan Kepala Desa | Purworejo, Pelaksanaan Pemilihan Dokumen Pelaksanaan Purworejo, Fasilitasi Pelaksanaan
Bruno, Kepala Desa Pemilihan Kepala Bruno, Pemilihan Kepala Desa
Semus Desa Semua
Kel/Desa . Kel/Desa
7.01.06.2.01.001 | Koerdinasi Kah. Jumlah Laporan Koordinasi 1 Laporan | 4.480.000 Koordinasi Kab. Jumlah Laporan
7 Pendampingan Desa di | Purworejo, Pendampingan Desa di Pendampingan Desa Purworejo, Koordinasi Pendampingan
Wilayahnya Bruno, Wilayahnya di Wilayahnya Bruno, Desa di Wilayahnya
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa




2.5

2.5:1.

2.8.2.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pada pelaksanaan Renja Kecamatan Bruno Tahun 2026,
terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat.
Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrenbang
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung
atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari
program dan kegiatan pembangunan daerah
Provinsi/kabupaten/kota sebagai perwujudan dari pendekatan
partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka
membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah
menjadi rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah.
Bahan masukan Musrenbang dari Musrenbang tingkat
Kecamatan bersama dengan Desa dan pihak terkait.
Kesesuaian Usulan Musrenbang dengan Tugas, Fungsi, dan
Pelayanan Perangkat Daerah
Semua usulan yang masuk dalam rangka penyusunan
rancangan rencana kerja tahun 2026 sesuai dengan tugas, fungsi

dan pelayanan Kecamatan Bruno.

2.5.3. Usulan Program/Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan diperoleh pada pelaksanaan
Musrenbang tingkat Kecamatan bulan Februari 2025 dan disajikan
dalam tabel 2.7 (Tabel T-C.32) dibawah ini:

m)

PRIOIQI‘I';‘AA% SASARAN KEGIATAN LOEKASI DESA volume PAGU
e 6 T 8 9
Jalan Rusak Sedang banyak >
yang sudah berlubang g;in[l:))ul Bol, Dukuh
Rehabilitasi | chingga menghambat baik | b dotowy ) e
| segi perekonomian warga i oy apd
Jalan (lebar 3 Brondong

sekitar maupun akses jalan
menuju sarana Olahraga
(Lapangan) dan JUT tidak
bisa lancar.

Kecamatan Bruno, 3.682.297.000

Kab. Purworejo,
Bruno, Brondong




KEGIATAN

TAN LOKASI DESA volume | PAGU
PRIORITAS SASARAN KEGIA
Jalan Merupakan Jalan
Utama desa dan merupakan
Jalan Akses Ekonomi
Masyarakat,yang S Tiiarmnd
Rehabilitasi | kewenanganya sudah pada ij{zra;nggb ‘dang_esa
Jalan [lcbar 4 I.)]nB.S DPUPR Sehmgga desa Cepedak, Kab. 3.941.441.000
m) tidak dapat membangun B roreto
menggunakan APBDes J
padahal keadaan saat ini
Jalan tersebut sudah Rusak
Berat.
s : Desa
Rehabilitasi g’;?;%;’n“fg’“semhinlgfan Gunungcondong,
Jatan (ebar S | membahayakan pengendara | oo "M 4.280.962.000
yang lewat Gunungecondong | FAET e
ST Peningkatan ruas Jalan Desa Kemranggen,
?;f:; b(l;;tgas; 5 Kabupaten (PU) Bruno , Purworejo,
m) Gunungcondong - Kab. Purworejo, 4.280.962.000
Kemranggen- Pamrivan Bruno, Kemranggen
Perbaikan
Rumah Tidak : Desa Kemranggen
Layal Huni fof’c‘l?;ila s i Kecamatan Bruno,
dengan s huni"‘ah ¥ Kab. Purworejo, 40.000.000
Pembangunan ¥ Bruno, Kemranggen
Baru
Masih Kurangnya Jamban
Pembangunan | Sehat Warga Desa sehingga Desa Cepedak, Kab.
Jamban | perlu dilaksanakan Purworejo, Bruno, 7 000.000
Sehat | pembuatan/pembangunan Cepedak ’ :
jamban Sehat
Pembangunan | Rehab jalan usaha tani dari g:%f;:i:j?‘ti;g]
Jalap Usaha | sigedog sampai dengan desa Kb, Puramiso 2 206.611.000
Tani pengarengan kab wonosobo Bru;w Kalim,lr;gu ; ’
Jalan Usaha Tani Sewu
Pembangunan :;ktz'lrl%u;sf]ég w}::;ng}'mbung Blok Mberan sampai
Jalan Usaha POnE : Blok Wates, Kah.
o Brondong masih berwujud ; 206.611.000
Tani Purworejo
tanah perlu
pengerasan/rabat beton.
Rehabilitasi | Aliran air hujan belum iy b
Drainase tertata S s ; 3.475.000
~ | Dusun krajan,
] dusun kaliurang,
Perlunya penerangan jalan e o
At umum (PJU) untuk e ggang
Penerangan RMNAuKIng pergerakan peer’liror?:}etan
. masyarakat/aktivitas di : £ 26.301.000
Jalan Umum shiilass Tk i dusun peniron

meminimalisir resiko

kulon, Kab.
Purworejo, Brunao,
Plipiran




BAB II1
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Visi pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045 adalah

Indonesia Emas 2045 yakni pandangan bangsa Indonesia mengenai
keadaan bangsa yang diinginkan pada 100 (seratus) tahun
kemerdekaan. Seiring dengan akan berakhirnya RPJMN 2021-2026,
pemerintah telah menyusun RPJMN 2025-2029, RPJMN ke-IV RPJMN
2021-2026 merupakan periode terakhir atau tahap kelima dari RPJPN
2005-2025. Adapun arah RPJMN 2025-2029 adalah untuk mencapai
tiga sasaran utama pembangunan nasional, penurunan tingkat
kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk
mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama
Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah
tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional
pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi
langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan
prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi
manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan
mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,
energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan
ekonomi biru; :

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan
lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan
agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif
koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,
teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi

milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;




Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis
sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam
negeri;

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan
ckonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,
judi, dan penyelundupan; dan

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar
umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
daerah Kabupaten Purworjo Tahun 2025-2029, disusunlah strategi
dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada

tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi

dan arah kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran daerah

dijabarkan sebagai berikut.

i P

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran dalam rangka pencapaian tujuan peningkatan kualitas

sumber daya manusia sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas pendidikan dan budaya literasi
masyarakat

b. Meningkatnya derajat kesehatan untuk masyarakat

¢. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat

Peningkatan  Pemerataan  Aksesibilitas dan Konektivitas

Infrastruktur Wilayah

Sasaran dalam rangka pencapaian tujuan peningkatan

pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah

adalah Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur

wilayah serta kualitas infrastruktur dasar permukiman

. Menurunnya Risiko Bencana

Sasaran dalam rangka pencapaian tujuan menurunnya risiko
bencana adalah Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan
ketahanan daerah

. Peningkatan Produktivitas Perekonomian Daerah




Sasaran dalam rangka pencapaian tujuan peningkatan

produktivitas perekonomian daerah sebagai berikut :

a. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah yang
berbasis pada sektor unggulan yang disertai peningkatan
kapasitas ekosistem riset dan inovasi

b. Meningkatnya kondusivitas ekosistem investasi daerah melalui
kolaborasi lintas sektoral

Pemerataan dan Inklusivitas Perekonomian Daerah

(1]

Sasaran dalam rangak pencapaian tujuan pemerataan dan

inklusivitas perekonomain daerah sebagai berikut.

a. Menurunnya ketidakcukupan konsumsi pangan

b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja

¢. Menurunnya ketimpangan pengeluaran penduduk

d. Meningkatnya pembangunan desa

6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan,

Responsis Berbasis Teknologi Informasi

Sasaran dalam rangak pencapaian tujuan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis

teknologi informasi sebagai berikut.

a. Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah

b. Meningkatnya pelayanan publik yang responsif dan inovatif
Meningkatnya Kondusivitas Wilayah

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah

Kecamatan Bruno adalah Misi ke 5 yaitu Bidang Tata Kelola
Pemerintahan, Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang
responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi, dengan tujuan
yang hendak dicapai Kecamatan Bruno yakni : “Meningkatkan
kualitas layanan kepada masyarakat serta Akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah” dengan Sasarannya “Meningkatnya kualitas
layanan kepada masyarakat” dan “Meningkatnya Akuntabilitas
kinerja Instansi Perangkat Daerah”, untuk sasaran Meningkatnya
kualitas layanan kepada masyarakat indikatornya Indeks Kepuasan
Masyarakat (Perangkat Daerah), sedangkan sasaran Meningkatnya
Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah indikatornya Nilai Sakip
Perangkat Daerah.




Sementara sasaran Kecamatan Bruno sebagai salah satu
sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purworejo
adalah : “Terwujudnya aparatur dan pemerintahan yang profesional,
amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis dengan
mengutamakan penegakan hukum, jaminan keamanan, dan
ketertiban umum, didukung oleh adanya partisipasi masyarakat dan

@

swasta yang tinggi Adapun Kinerja Sasaran dan program
Kecamatan Bruno sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bruno

Tahun 2025 - 2029

No Misi Tujuan Sasaran Indikator

1. | Meningkatkan Meningkatkan | Meningkatnya |Indeks
kualitas tata kualitas kualitas Kepuasan
kelola layanan kepada | layanan kepada | Masyarakat
pemerintahan masyarakat masyarakat (Perangkat
yang responsif serta Daerah)
dan inovatif Akuntabilitas Meningkatnya | Nilai Sakip
berbasis kinerja Akuntabilitas Perangkat
teknologi Perangkat kinerja Daerah
informasi. Daerah Perangkat

| Daerah

3.3 Program dan Kegiatan
Adapun program yang telah direncanakan pada Tahun 2026
adalah sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah, sub kegiatan :
» Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
» Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan :
» Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
» Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semes teran SKPD
¢. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daecrah

» Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah



d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

» Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

»

Y ¥ ¥ Y Y

>

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan Bahan/Material

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Penyvediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

>
>

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, sub kegiatan:

>

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a.

Penyelenggaraan  Urusan Pemerintahan  yang  Tidak
Dilaksanakan oleh Unit

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di
Wilayah Kecamatan

Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di

Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

a.

>

>

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, sub kegiatan:

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di




Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a;

a.

>

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan Harmonisasi

Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

S. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  sesuai
Penugasan Kepala Daerah, sub kegiatan:

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
dalam rangka ~ Memantapkan  Pengamalan  Pancasila,
Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a.

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa, sub kegiatan:

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset

Desa

> Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Fasilitasi Pelaksanaan  Tugas dan  Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa

Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif




Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu
tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan
memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan
tujuan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang
telah ditetapkan. Kegiatan dilakukan juga oleh masyarakat sebagai
respons terhadap kebijaksanaan / program yang dikembangkan
instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan

Program dan Kegiatan

1. Program dan kegiatan tersebut ditetapkan dalam rangka
mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Purworejo yang
telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029;

2. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat mendesak
untuk dilaksanakan dan program prioritas.

. Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung

pengarusutamaan Gender :

Dalam rangka  mendorong, mengefektifkan serta
mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi,
didalam intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional yang
mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan,
peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi
pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan
nasional. PUG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan
fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di
tingkat pusat dan daerah.

Kecamatan Bruno Program dan Kegiatan yang mendukung

pengarusutamaan gender :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan untuk Fasilitasi pelayanan public Kecamatan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Kegiatan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa untuk fasilitasi

Kegiatan PKK dan fasilitasi Musrenbang Tingkat Kecamatan




c. Tabel rencana program dan kegiatan
Rumusan Rencana program dan kegiatan Kecamatan Bruno
Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel 3.1 (tabel T-C. 33):




RENCANA KERJA ORGANISAST PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BRUNO KAB. FURWOREJO

TAHUN 2026
Realisasi Prakiraan Ki Dan K e = Frakiraan Maju Hencana ¥
Urusar / Bidang Urusan / | Target Akhis | 2 Capaian Kinerja Dan Kerangha Pendansm Pvara gl Tahun 2025 :
N Kode F' m / Kegiatan / Sub Indikator Program |/ Keglatan Periode Capaian RENJA | Capuian Targst [ K Daerah
= = / Bub Kegiaman OPD Tabun RENJA OFD _ " : Sasaran o g
Keglatan Renstra OPD 2024 Tahun 2025 Targer 2026 | Pag Indilatil (Rp) Lokas| Bumber Dara Rasional ek Target | Pagu Indikazif |=p) Jawab
1 2 3 4 5 (] T B 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KECAMATAN BRUND 2.951.015.123.00 3.381.778.372.00
T UNSUR KEWILAYAHAN 2.951.015.123.00 (3.281.772,372,D0
T 131 KECAMATAN 24951.015.123.00 13.381.778.972,00
T {01 o1 PROGRAM PENUNJANG | Perseniase Pelaksanaan - 100 % 2.778.436.423,00 ‘52.764.'208.982.00
URUSAN PEMERINTAHAN |Penunjang Urusan
DAERAH Pemerintahan Daerah
KABUPATEN,/KDTA ¥
7 |01 o1 j201 Perencaiaar, Jurnleh Dukurmen - 2 Dokumen (4.857,000,00 = o Aparatur 40£.8549.280,00
Penganggaran, dan Percncanaan, Penganggaran,
Evaluasi Kinerja Perangkat |dan Evaluas Kinesja
Dacrah Perangkat Dasrah
7101 |01 [2.01 (000 |Pergusunan Dekumen Perencanaan Perangkat Dagrah
1
Junilah Dokumen a2 2.625.000,00 Kab, Purworejo, |DANA ALOKASE |- - Aparatur 35,256 980,00 HECAMATAN
Perencanaan Perangkat Dokuimnen Bruno, Semua  |UMUM (DAL) BRUNO
Dacrah KeljDesa
7 ot Jer [2.01]000 [Evaluasi Kinerja Perangkat Beemh
T
[Jumlah Laporan Evaluasi 22 Laporan [2,268.000,00 Kab, Purworefo, [DANA ALDHASE |- - Aparatur 5.602.300,00 KECAMATAN
Kinerja Perangkat Daerah Brune, Semua  |UMUM (DAL) BRUNO
Kel/Dosg
7 jo1 |or |z.02 Administrasi Keuangan Persentase Layanan 100 % 2.535.312.773,00 - - Aparatur 2.301.265.453,00
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Porangat !
7 |01 |01 [2.02]C00 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1
Jumleh Orang vang 18 2,534,022 773,00 [Kab. Furworeje, [DANA ALOKASE |- - Aparatur 2.289.574.543,00 |KECAMATAN
Menerima Oaji dan Orang,/bula |Bruno, Semue  |UMUM (DALY BRUNO
n _Kel/Desa
7 01 Ol 202000 [Koordinasi dan Peryusunan Laporan Keuangan Bulanan; Triwulanan/ Semesteran S3KPD
7
Jumlah Laporan Keuangan 26 Lapcran | 1.260.000,00 Kab. Purworejo, |DANA ALOKASI - Aparatiur 11.690.910,00 KECAMATAN
|Bulanan/ Triwulanan, Bruno, Semua  |[UMUM (DAL} HRUNG
Semesteran SKFPD dan Kel/Desa
Laparan Keordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan / Semest
run SKED
7 |01 |01 (2,04 Administrasi Pe e Per Layanan 100 % 500.000,00 = = Aparatur 2.750.000,00
Daerah Kewenangan Administras: Pendapatan
Perangkat Dacrah Daerah Kewenangan
7 Gl |01 [2.02 (000 |Pelaporan Pengelolaan Retribust Daerah
¥
|dumlah: Laporan Pengelolaan | 16 S00.000,00 Kab. Purwarejo, |DANA ALOKAST |- - Aparatur 2,750.000,00 KECAMATAN
Retribusi Daerah | Diokurnen Bruno, Sermua  |UMUM (DAU) ERUNG
Kel/Desa o
7 al |01 205 Administrasi Kepegawaian |Perscntase Layanan - 100 % AY5.000,00 - - Aparatur 2.250.000,00
| Peranghat Dasrah Adminisiras! Kepegawaian
! Forungkat Dagrab
7 |01 |01 000 | Pendataan dan Pengolahan Administras Kepegawajan

|2.05




: o - ; : i : Praxiraan Ma U Rencina i
\rusan / Bidang Urusan / y : Target Akhir E?nhmm P:gk,raa.n {Cupaian Kinerja Dan Kerangks Pendanzan : Tahu Peranglkat
T Indikator Program | Keglatan| r Capsian RENJA| Copaian Target T Kelomy f——Tehun 2085 | paeran
bods Fivgrim | Begiabun f Bub / Sub Kegiatan rerian OPD Tahun | RENJAOPD Briaciun Sasaran Fénangeung
: E > b e 4 FTRS)
Hegiatan Renstra OPD sl Tahun 2055 Targe: 2026 | Pagu Indikatif {Rp) Loieasl Sumber Dana Hnt % Target | Pagu Indikati! [Rp) el
| LJumlah Dokumen Pendataan 17 &76.000,00 Kab. Puworejo, |DANA ALOKAS] - Apératur 2,250.000,00 KECAMATAN
| diant Pengelahan Administrasi | Dol men Bruno, Semua | UMUM [DAL) BRUNG
Hepegawalian Des
01 |01 (206 Administrasi Umum Persentase Laynnarn 100 e 69.815.200,00 :_ - Aparartur 154,122.595,00
Peranglat Daerah Administrasl Umum ]
Perangkal Daerah .
01 |01 (206|000 |Penyediaan Komponen Instalasi
1
Jumlah Paket Kompenen 4 Paket 10.333.000,00 | Kab, Purworejo, |DANA ALOKASL - Aparstur 1 137950000 KECAMATAN
Instalasi Listrilc/ Penierangan |Bruno, Semua |UMUM (DALY BRUNC
Bangunarn Kantor yang Kel/Desa
Disediakan
Ol |01 |2.06|€00 |Penyediaan Peraiatan Bumah Tanpges
2 =3 e
Jumlah Fake: Feralatan 3 Paket 7.473.900,00 Kab. Purworejn, |DANA ALOKASI Aparatirc 13,201, 100,00 HKECAMATAN
Rurnah Tanges vang Bruno, Semud  [UMUM (DALY BRUND
e Kei/Dosa
01 {01 [2.08|000 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4
Jumizh Paket Bahan Logistik g 12 Paket 20.084,400,00 Kab. Purworejo, |DANA ALGKAST - Aparatur 26.194.545,00 KECAMATAN
Kanmr yang Disedinkan Rruna, Semuz  |UMUM (DAL} HREUNG
Kel/ D
o1 |61 |2.06|000 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5 - -
[ Jumiat Palet Barang 6 Paker 382 000,00 Kab. Purwureio, |[DANA ALOHKASL - Aparatir 10.623,250,00 KECAMATAN
Celakan dan Penggandaan Brung, Semua  |UMUM (DALY BRUNG
yiang Disediakan Kel/bess
0l {01 |2.06[000 |Penyediman Bahan/Material
7
Juilah Paket |1z Paker  [2.685.300,00 Eab, Purworefo, |DANA ALOKASE - Aparatur 20.977.000,00 KECAMATAN
Hahan/Material vang Brumo, Semua  |UMLIM (DAL ERUND
Lisediakan Kel/Dess
oL 101 [2.06 000 |Fasilitast Kunjungen Tamu
18
Jumlah Laporan Fasiitas: 12 Laparan | 1,500, 006,00 Hab. Purworejo, |DANA ALOKAS] - Apararur 10.725.000,00 KECAMATAN
RKunjungan Tamu Brunw, Semua  |[UMUM (DALY BRUNO
Hel/Desq
ol |01 [2.06|000 |Penvelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultast SXKPD
9
Jumlah Laporan 12 Laparar |11.670.000,00 Kab, Purworele, |DANA ALOKAS] - Aparatur 54.989.000,00 KECAMATAN
Fenyelenggaraan Rapat Bruno, Semua.  |UMUM (DALY BRUNO
Keordinas! dan Kensultasi Hel/Desa,
S = =
at (01 |2.06|001 |Penatausabadn Arsip Dingmis pada SKFD
1]
Ldurniah Delumen 5 Dokumen | 2.686.660,00 Kab. Purworejo, |DANA ALOKAST - Aparatur 5.733,200,00 KECAMATAN
';Penata.umhaan Arslp Bruno, Semua  [UMUM |DAY) BRUNG
Digaunis pada SKPD Hel/Desa
a1 (01 |2.08 Fenyediaan Jasa Penunjang [ Jumiah Laporan Penyedinan |- 2laporan  |55.9V6.450,00 - Aparatur - 132.072.654,00
Urusan Pemerintahan Jasa Penunjang Urusan
Laerah Pemerintahar
01 (01 |2.08 |DO0 |Penyedizan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2 | =—— . ]
Jumlah Laporan Peayediaan 12 Laporan | 16.552.850,00 Kaly Purworgio, [DANA ALOKAS = |Aparatur 23.958.054,00 RECAMATAN
Jusa Koinunikasi, Sumber Bruno, Bemua  |[UMUM (DAU) BRUND
Daya Air ¢an Listrikc vang KelfDesa
| Disediakan
€1 D1 206000 |Penyediaan Jass Pelayanan Liaum Kantor




Urusar: / Bidang Urusan / Terget Akhit Realisasi Praliraan Capaiun Kioeta Dan Kerangka Pendanaan im‘““m:::’&f;ﬁms ACHnE Peranghet
» oy : " |Indikaror Program / Keglatan Capajan RENJA| Capaian Target - Kelompok - Dasrah
i Kide Frudam | kegaan ¢ Bu0 ! Sub Kegiatar Fetiodr OFDTahur | RENJA 0D Pritwitas Sesaran Penanmgung
/ b * 2 3 ¥
Hegiatan Renstra OPD e cahun BOOS Target 2026 | Pagy Indikatif |Rp) Lakezsl Sumhber Dana Sikibiad e Target | Pagu indikerlf (Rpy ah
7T Juminh Laporan Peoyedisan 12 Leporan |39.423.600,00 Kab. Purworejc, |DANA ALOKAST |- - Aparats 108.114.600,060  |KECAMATAN
Jasa Pelaysnan Urmum Bruno, Semua | UMUM (DAU) BEUNO
Kantor yang Disediakan Kel /Desa
7 |1 (o1 |=09 Pemeliheraan Barang Millk |Barang Milik Dasrah (BMD) |- 5 denis 111.066.000,00 P z < Aparatur |- 136.889.000,00
Daerah P yang Urusan | P il Urusan | |
Pemerintahan Dacrah Femeringhan Dacrah yang |
7 01 |61 |2.09|000 |Penyedisen Jusa Pemelibaiaan, Biaya Pemclinaraan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dings atal Kendaraan Dinas Jabatan
1
WJumlah Kendaragn | 1 Unit 04, BB0.000,00 Kab. Purworsin, [DANA ALOKAS! |- - Aparatur 47.042.000,00  |XECAMATAN
Perorengan Dinas atau Bruno, Semua  |UMUM [DAY) BRUNG
Kendaresn Dinas Jabatan Eel/Dysa
vang Dipelihara dan
7 pl (01 [2.00[0D0 |Penyediaan Jasa Pernelifiaraan, Biava Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tinas Operasional etau Lapangan
2
Jumlah Kendarsen Dinas 5 Uit 3,700 000,00 Kab, Purworsfn, |DAMNA ALOKASI |- - Aparatur 28.588.000,00 KECAMATAN
Operasional atau Lapangan Bruno, Sernua  |UMUM (DAU) BRUNO
yang Dipelibara dan Kel/Desa
dibayarkan Pajak dan
7 o1 o1 2.09 |000 | Pemeliharaan Peralatan can Mesin Lainnya
4]
(Jumlsh Fernlatan dan Mesin 9 Unit £.490, 000,00 Kah. Purwarcin, [DANA ALGKASL = Aparatur 7,13%9.000,00 KECAMATAN
Lainnya yang Dipelihara Brunp, Ssmua  (UMUM (DAU) BRUNO
7 Joi |01 [2.09 (000 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Xantor dan Bangunan Lainnyn
| 9
i Jumlah Qedung Kantor dan 2 Unit 38.800.000,00 Kuly Purworejo, |DANA ALOXASL |- = Aparatur 44.814.000,00 KECAMATAN
Hanglnan Lainnye yang Brung, Semua  |UMUM (DALY RRUNG
Ding] {Dire 155 Kel/Desa
T ol [0t |2.06 (001 |Pemelharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Qedung Kantor atay Bangunan Lairnya
1]
Jum'eh Sarana dan 1 Unit 7,190, 000,00 Keb, Purworejn, |DANA ALOKAST 5 |Aparatur 7.90%.000,00 KECAMATAN
Prasurana Gedung Kanto Bruno, Semua  |UMUM {DAU) BRUNO |
atau Bangupan Lainnya vang | Kel f Desa
Dipelibara,/Divehabilitasi
2 (7 (ol |02 :FRQGRAM Parsoniast Penyelenggaraan |- 100 % 36,700 900,00 = 52.739.500,00
iFENYELENGGM Pemierintahan dan Pelavanan
| |PEMERINTAHAN AN Publik
] PELAYANAN PUBLIK 4
I al. |02 (2.02 | Penyulenggaiaan Urusan  [Hasil Penvelenggaraan - 3 Dolumen |36.760.900,00 - - Masyerakat 52.739,300,00
| Pemerintahan yang Tidak  |Urusan Pemerintanan yang
| Dilaksanakan olen Unit tiddak Dilaksanakan aleh Lnit
!Kcr_la Perangkat Daerah Keria Peranghkat Daerah yang
yang Ada di Keeamatan Ada ¢i Kecanstan
7 |01 b2 (202 ,om F 1 Keglamn Pelay kepada Masyarakal di Kevamatan
= [Jumiah Dokumen =, 1 Dokummen |2,895 600,00 Kab. Purworejo, |DANA ALOKASI |- 1 Masyarakat G349 780,00 KECAMATAN
| Perencanzan Kegiatan Bruno, Semua  |LUMUM (DAL} ERUNOD
| Pelayanan kepada Kel/Desa
; Masvarakal di b 1
T 01 D2 202 000 |Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilaynh Kecamatan
! 2
‘; (Juralah Laporan Fasilitast 4 Laparan  |29.632.700,00 Kab. Purworgjo, |DANA ALOKASI |- - MasyArakar §7.955,300,00 KECAMATAN
| Percepatan Fencapalan Brung, Semua  |UMUM DALY BRUNO
i Standar Pelayanan Minimal Kel/Desa




Ao T Prakirsan Maju Rencana
Urusan | Bidang Urusan / | ) Target Akbiy |  Boalisist Emideaan Eapalan Rinerjs: Den Heranghn Pendannan Tahun 2025 sl
o Kode Progresn / Bgladain/ Sab |Indikator Program / Kegiatan) terlode Capaian RENJA| Capuian Target oy Kelompok Daerah
: / Sub Keglatan OFD Tahun RENJA QPD : 1 Penanggung
Kegiatan Renstra OFD 2024 Tahun 2025 Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana S Target | Pagd Indikatif (2p) ik
01 |02 |[2.02 (000 |Pend Efcktifitas Pelak Pelay 1 kcpada Masyarakalb ¢i Wilayah Kecamatan
3
Jurnlah Laporan Peningkutan) 1 Laporan  |4.172.600,00 {Kab. Purworejo, |DAKA ALOKASI = Masyarukal 5.434,220,00 |EcamaTAN
Efektifitas Pelaksanman |Brung, Seruua  |[UMUM (DAU] BRUNG
Pelavanan kepads |Kel/Desa
Masyarakat i Wilayah |
Becumaian |
01 |03 PROGRAM Persentasc 100 % 62 334.400,00 Z 214.250.300,00
PEMBERDAYAAN Penyelenggaranaan
MASYARAKAT DESA DAN  |Pemberdayaan Masyaralat
KELURAHAN Resad Keldianan
o1 iDS 2.0t Koordinasi Kegintan Hasil Koordinasi Kegiatan = 2 Dokumen [62.354.400,00 - = Masyarakar |- 214.250.300,00
i Pemberdayaan Desa | Pemberdavean Dese
€1 103 |2.01 |000 |Peningkatan Partisipasl Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
| 1
Jumlah Lembaga 4 Lembaga |7 586 400,00 Rab. Purwerejp, [DANA ALOKASY |- - Masyarakat 127.112.030,00 KECAMATAN
Kemasyarakatn yang Kemasyaralt Bruno, Semua  |UMUM {DAU) | BRUNO
Berpartisipasi dalam Forum alan Eel /Desa
Musvawaral Perencanaan |
= Cembaneunen di Desa L
01 |03 2,01 (000 |Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayann Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3 AR LU
Jumiah Laporan Peninghatamn| 12 Laparan | 57.748.000,00 Kab Purworejn, [DANA ALOKASE |- - Magyarikat 187.138.270,00  |KECAMATAN
Efektivitas Hegiatan Bruno, Semua  |UMUM (DAU) HRUNO
Pemberdayaan Masyarakat i Kel/Desa
Wilavah Kecamatan
a1 [p4 PROGRAM KDORDINASI | Persentase Penvelenggaraan |- 160 % 17,183.000,00 - 72,396.720,00
KETENTRAMAN DAN Koordinasi Ketenteraman
KETERTIEAN UMUM dan Keterttban Umum
a1 o1 |z Koordinasi Upaya Nasil Koordinas: Upaya, E 2 Dokumen | 16,308 000,00 = z Masvarakat |- 67.309.720,00
Fenyelenggnraar Penyelenggaraan
Keienteraman dan Ketent dan K it
Ketertiban Umaim Vinum.
01 |04 |2.01|000 |Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republix bod in, Tentara Nasionaf [ in dan Vertikal di Wilayah Kecamaran
1
Jumlah Laporan Hasil I‘ 1 Laporan | 10,533.000,00 Kab, Purwore:o, |DANA ALORKASI |- - Masyarakar 46 238.720,00 KECAMATAN
| Sinergitas dengan Kepolisian Brune, Scmua  (UMUM (DALY BRUNG
| Negara Republik Indenssia, Keel /Tiesa
Tentara Nasional Indonesia
dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
01 (04 |2.01 DOO [Harmonisast Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2
| Jumlah Laporan 1 laporan  |8.775.000,00 Kah. Purworejo, |DANA ALOKASL |- Masyaraiat 21.131.000,00 KECAMATAN
Pelaksanaan Harmonisasi Brung, Semua [UMUM [DAU) BRUNO
Hubungan dengan Tokeh Hel/Desa
Agama dan Tokch
ol |08 |202 Keerdinasi Penerapan dan | Hasil Koordinasi Penerapan 1 Dokumen |B75.000,00 - - Masyarazat |- 5.027.000,00
Penegakan Peraturan dan Penegaken Feraturan
Daerah dan Peraturan | Daernh dan Peraturan
Kegala Dagrah,  Kepaly Dacrah
01 |02 |2.02 000 |Koordinasi/Simergd dengan Perangiat Dacrah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Pepublik indonesia




Kodn

Urusan / Bidang Urusan /
Program / Kegiatan | Sub
Kegiatan

Indikator Program |/ Kegl
/ Bub Kegiatan

Target Alchir
Feriode

Renstra QPO

Realisasi
Capalan RENJA
OPD Tahun

Prakiraan
Capaian Target
RENJA OFD
Tahun 2025

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Wul +

Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2025

Target 2026

Pagy Indilatif (Rp}

Lokasi

Prioritas

mihe r
Byiher R Nasional

Daerah

Basaran

Target | Pagu Indikatif (Rp)

umiah Laporan
Koordinas / Sinergl dengain
Perangkat Dacrah yang
Tugas dan Fungsinva di
Bidang Penegakan Perariran
Perundang Undangan
dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia

1 Laporan

B75.000,00

Kab. Purworejo,
Bruno, Seinug
Kel/Desa

DANA ALOKASI |-
UMUM (DAL)

Masyarakat

5.027.000,00

KECAMATAN
BRUNG

01

PROGRAM
FENYELENGGARAAN

URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Persentase Penyelenggarsan |-
Urusan Pemerintahan Umum

100 5%

15.803.600,00

i
1130.561.070,00

201

FPenyclengparaan Urusan
Pemerintahan Umuam
Besuai Penugasan Kepala

Hasll Penyelenggaraan -
Urusan Pemerintahan Umum.
sesual Penugasan Kepala
Daerah

2 Dekumen

15.803 600,00

Masyarakat |-

139.561.07¢,00

ol

201

DRagral,
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioral dalam rangia M phan F

Undang-Undang Dasar Negarn Republik Indonesla Tahun

Jumlah Orang vang
Mengikuti Pernbinaan
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalarn
rangka Memantagkan
Pengamalan Pancastla,
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negam
Fepublik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka
Tunggal ka serta
Pemertahanan dar
FPemeliharaan Keutihan
Negara Kesatuan Repuhiik

90 Orang

2.9%0.000,00

Kab. Purwarejn,
Bruno, Semua
Kel /Desa

DANA ALOKASI |-
LIMLIM (T3ALS)

Masyarakat

117.304.000,00

|KECAMATAN
BRUNO

il

05

2.0t

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Fimpinan di Kecamatan

Jumilah Dokumen Tugss
Forurm Koordinasi Fimpinan

1 Dokumen:

12.813.600,00

Kab. Purworsis,
Bruno, Sernua

Kel/Desa

DANA ALOWASI |-
UMUM (DALY

BMasyarnkat

22257 070,00

[kECAMATAN
BRUNC

01

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENUGAWASAN
[INT:

Persentase Perbinaan Dan |-
Fengawasan Femerintahan

100 %

40.556.800,00

138,622, 000,00

01

2,01

PEMORINTAHAN DHESA
Fasilitasi, Rekurnzndasi
dan Koordinasi

Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan

Diess

| Hasil Fasilitasi, Rekomentdast]-
\dar. Keordinasi Pembinaan
|dan Pengawasan
Femerintahan Desa

8 Dokumen

40.556.800.00

Masvarakat

138.622.0040,00

2.01

000

Desg
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan

Jurnlgh Dokuwinen yang
Difasilitast dalam ranghka
Peryusunan Feraturan Desa
dan Peramiran Kepala Desa

2 Dokumen

2.645.000,00

Hah. Purworgio,
Brune., Semua
Kel/Desa

DANA ALOEASE |-
UMUM (DAL

10.501.000,00

KECAMATAN
BRUNO

01

2.01

000

Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Desa

Juralgh Dokumen yang
Difasilitasi dalarm rangka
Administrasi Tata

1 Dokuroecn

10,261.800,00

Kab, Parworejo,
Brune, Semua
Hel/Desa

DANA ALOKAST |-
UMUM [DAL)

Magvarakat

31.753.700,00

HKECAMATAN
BRUNG




| i Fealisasi Prakiraan Capaian Kinerja Dan Kerangka Peridanaan F‘mmma.n N Rcmzna Peranghkat
Urusan [/ Bidang Urusan ¢ Targer Akhir 2 _ ! i 3 Tahuts 2025
Indikator Program ¢ Keglatan g Capaian RENJA| Capaian Target X — | Traernh
| Ho Kexde Program / Kegiatan / Sub 7 Siab Kegiatar: Periode (PR Tahun RENJA GPD Prioritas Saanrtn : Fenanggung
Kegiat 2 i 3 i 5 4 : Indikati?
bl cglazan Renstra OFD aas Tahon 2025 | TERESC 2026! Pagu Indikatif (Rp) Lakas Sumber Dana [ | R Target - | Pagu Indikati (Rp) Sk
7 01 |06 |2.01|000 |Fasilitasl Pengeloloan S Desa dan Pend Asct Desa
| 13
| |Jumiah Dokumen yang 2 Dokumen | 10.520.000,00 Kah, Purworejo, |DANA ALOKAS] |- - Masyarakat 44,756,800,00 RECAMATAN
Diifasilitast dalam rangka Brune, Semua | UMUM (DAL} BRLNG
Pengeloluan Keuangan Desa Hel/Desa |
| dan Pendayagunasn Asct
o Diesa |
o 01 (D6 |2.01 |00 | Fosilicasi Felaksanean Tugns Kepala Desa dan Ferangkat Desa
WJumlah Dokurmen Fasills i 1 Dekuwmen |7, B20.600,00 Kab. Purworgjo, |DANA ALOKAST |- - Masyarakat 22,528.000,00 KECAMATAN
dolam rangka Pelaksuaan Bruno, Semua (UMM (DALY BRUNG
Tugas Kepala Desa dan Kel/Desa
—|pPerapngkat Dess =
7 gl (D6 (201|000 |Fasilisast Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
|6
Jumlan Dokumen Fesilitas 1 Dekusner |2.850.000,00 Kah. Purworejo, [DANA ALOKAS! |- - Masysrakat 18.303.000,00 HECAMATAN
dzlam ranghs Pelaksanzan Bruno, Sermua [UMUM [DAU) BRUNG
i Eel /Desa
2 ©1 |06 [2.01 [060 |Fasiliiasl Pelaksanaan Tugas dan Pungsi Dadan Permusyawaratan Desa
7
Jumleh Dolumen Fasilitusi | Bokumen [2.120.000,00 Kalby. Purworgio, |DANA ALOKAS] |- 5 Masyarakal 2,915.000,00 KECAMATARN
dalam rangka Pelaksanaan Brung, Semua  |[UMUM [DAL} BRUNO |
‘Tugas dan Fungsi Badan Kel/Desa
Peomusy
T 01 (o [2.01 |000 |Rekomendasi Pengangkaten dan Pemberbentan Perangkat Desa
e I3
Jumizh Dokimen I Daktimen |5 540,000,00 Kab, Purworgjo, |DANA ALOKASL |- - Magyarakat 8.728,500,00 KECAMATAN
Rel dnsl Penge Bruno, Szmug  |[UMUM [DAU) BRUNO
dun Permberhentian Kel/Desa
Perangket Desa e | el
7 |01 oo zo:|ool |Fasiitasi Penyusunan Perercenaan Pembangunun Partisipatil
a
Jurmlah Dokumen Fasilitasi 1 Dolormen |2, 200,000,008 |Kah. Purworefo, |DAKA ALOKASL |- - Magvarakat #.646.000,00 KECAMATAN
dalam rangka Perencanaat |Bruno, Semuz  |UMUM [Dal) BRUNG
— Pembaneunan Partisipali’ Kel/Desi
JUMLA i{ 2.951.015.133,00 | 3.381.778.872.00




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bruno Tahun 2026
dapat disajikan dalam tabel 4.1 berikut :
Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tahun 2026 Kecamatan Bruno

' l_ PAGU INDIKATIF PD /
URUSAN PROGRAM
K (Rp.) KET.

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH

Kewilayahan | KABUPATEN/KOTA 2.778.436.423

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK 36.700.900

"PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN 62.334.400

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM 17.183.000

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM 15.803.600

' PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA 40.556.800

Jumlah 2.951.015.123




Sasaran Program dan Keluaran

Kegiatan Kecamatan Bruno Tahun

2026 dapat disajikan dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Sasaran Program dan Keluaran Kegiatan Kecamatan Bruno
Tahun 2026
No. Program/Kegiatan Sasaran Program/Keluaran Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Terlayaninya Penunjang Urusan
1 |PEMERINTAHAN DAERAH >
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kabupaten
Perencanaan, Pengan dan Evaluasi Junilal Dosroen Farciamnmn,
a2 Ki Beoss Pea ¢ Iignagfg:fn' Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
inerja Perangka Perangkat Daerah
o - : " Persentase Layanan Administrasi
3 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah
4 |Administrasi Umum Perangkat Daerah ?ersenmse Lyt AR WO Kl
crangkat Dacrah
5 ; Persentase Layanan Administrasi
5 Adisitaes Reodapatan Disecah Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat
Kewenangan Perangkat Daerah Besrih
6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang |Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Laporan Penyvediaan Jasa
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X i Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang
8 gemehharaan Sarmg Mlh.k Daerah Urusan Pemerintahan Daerah yang
enunjang Urusan Pemerintahan Daerah Diveli
ipelihara
g PROGRAM PENYELENGGARAAN Terselenggaranya Pemerintahan dan
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |Pelayanan Publik
10 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
: Hasil Penyelenggaraan Urusan
PempEDERRen Urusan Pemertininn. |ne, o tatian yang tidak Billakaanakan
11 |yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Al Kecaniatan
12 PROGRAM PEMBERDAYAAN Terselenggaranya Pemberdayaan
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Masyarakat Desa/ Kelurahan
13 |Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa g::: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
14 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN |Terselenggaranya Koordinasi Ketenteraman
DAN KETERTIBAN UMUM dan Ketertiban Umum
15 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan
16 |Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah Daerah
17 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN [Terselenggaranya Urusan Pemerintahan
PEMERINTAHAN UMUM Umum
) Hasil Penyelenggaraan Urusan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan : .
18 Linaim sesuai Peragassn Kepala Daerah Pemerintahan Umum sesuai Penugasan
Kepala Daerah
19 |PROGRAM PEMBINAAN DAN Terbina dan Terawasinya Pemerintahan
" |PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Desa
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BAB V
PENUTUP

Renja tahun 2026 yang disusun oleh Kecamatan Bruno adalah
rencana tahunan secbagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra)
yang berjangka 5 (lima) tahun. Rencana kerja ini memberikan gambaran
mengenai program, Kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan
target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga
pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Penyusunan Rencana Kerja ini juga merupakan salah satu
bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Kecamatan Bruno
Kabupaten Purworejo selama Tahun Anggaran 2026 dan sebagai

pengukur capaian kinerja organisasi dalam tahun kedepan.

5.1 Catatan Penting

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik
beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Renja Kecamatan
Bruno Tahun 2026 yaitu :

Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan
Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen
perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan
arah dan tujuan Rencana Pembangunan jangka Menengah
Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025 - 2029.
Selain itu Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional
perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada
arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.
Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan
kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses
perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan
yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui
perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional
dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir
sistematik /rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2 Kaidah-Kaidah
Dalam pelaksanaan Renja PD tahun 2026, Kecamatan

Bruno memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :
1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024




2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan
serta pengalokasiannya
Tujuan yvang dikehendaki
Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya

5. Mecmperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk
menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

6. Dokumen Renja Sebagai salah satu dasar penyusunatl RKA-PD

dengan memperhatikan ketersediaan Anggaran yang ada

5.3 Rencana Tindak lanjut
Langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya pencapaian

sasaran strategis dan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut

1) Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat
waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2) Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang
digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif
dan berkelanjutan.

3) Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap
mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan
pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan.

4) Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan
perencanaan di tingkat kecamatan dalam  perencanaan
pembangunan.

Demikian  Kecamatan Bruno Tahun 2026 semoga dapat

dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan

kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun

mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

@ BUPATI PURWOREJO




